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PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Implementasi Program Remunerasi
Berbasis Kinerja (Studi Implementasi Program Pemberian Honorarium Kinerja Pegawai Di
Unit Instansi ‘X’)” adalah karya saya. Di dalam tesis ini tidak pernah terdapat karya orang
lain yang pernah ditulis sebagai tulisan akademis untuk memperoleh gelar kesarjanaan di
suatu perguruan tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya di dalam tesis ini juga tidak
terdapat karya orang lain yang pernah diterbitkan di buku, jurnal, working paper, makalah,
dan lain sebagainya, kecuali yang secara tertulis dikutip sebagai acuan dan disebutkan di

dalam daftar kepustakaan.

Y ogyakaria, 23 September 2013

Dwi Kristanti
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INTISARI

Program Pemberian Honorarium Kinerja yang merupakan perwujudan dari program
remunerasi berbasis kinerja adalah program yang dirancang Instansi ‘X’ dalam rangka
melaksanakan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan
kerja pegawai di Unit Instansi “X’. Namun demikian, sampai saat ini berbagai keluhan
pelayanan yang menjadi indikator lemahnya kinerja pegawai di Unit Instansi ‘X’ masih saja
terus berlangsung. Tesis ini menganalisis implementasi program pemberian honorarium
kinerja di Unit Instansi ‘X’ serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya yang
dimaksudkan untuk mencari jawaban mengapa program pemberian honorarium Kkinerja di
Unit Instansi ‘X’ belum dapat mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kinerja pegawainya.

Tema sentral penelitian ini adalah implementasi program-.remunerasi berbasis
kinerja sehingga konsep dan teori yang digunakan untuk memetakan, permasalahan penelitian
ini adalah konsep dan teori yang berkaitan dengan remunerasi _berbasis kinerja, implementasi
program, serta faktor-faktor yang mempengaruhi <implémentasi program. Dengan
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, tesis<ini’ mendeskripsikan dinamika proses
implementasi program pemberian honorarium “kinerja di Unit Instansi ‘X’. Untuk
menganalisis proses implementasi program’ penelitian ini menggunakan pendekatan
kesesuaian antara pedoman program dengan «+¢€dlisasi program dalam mencapai tujuan
program sehingga dapat mengidentifikasi, serta mendeskripsikan faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi program-tersebut.

Hasil penelitian ini meqyimpulkan bahwa program pemberian honorarium Kinerja
belum dapat mencapai tujuafnya,yaitu meningkatkan kinerja pegawai di Unit Instansi ‘X’
dikarenakan program tersebut befum dapat diimplementasikan secara baik. Adapun kendala-
kendala mengapa program belum dapat terimplementasi dengan baik adalah ditemukan
berbagai inkonsistensivantara realisasi program dengan pedoman program, implementasi
program yang terjadi‘masih terkesan hanya menjalankan kewajiban (formalitas) dan belum
berorientasi pada tujuan program yaitu meningkatkan kinerja pegawai di Unit Instansi “X’.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program tersebut adalah komitmen
implementor yang rendah terhadap pencapaian tujuan program, lemahnya pengawasan
terhadap program, serta desain program yang masih memiliki berbagai kelemahan.

Kata Kunci : Remunerasi Berbasis Kinerja, Implementasi Program
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ABSTRACT

Performance- and Activity-based Honorarium Program as a manifestation of
performance-based numeration program is a program designed by ‘X’ Instance in order to
implement bureaucratic reforms for improving the performance and satisfaction of civil
servants. It was implemented in 2008. However, to date there are still complaints, indicating
the poor performance of civil servants in Departemen of ‘X’ Instance. This thesis aims at
analyzing the implementation of the performance and activity-based honorarium program in
Departemen of ‘X’ Instance and the factors influencing it to find out why the honorarium
program in Departement of X’ Instance has not been able to achieve the goal of improving
the poor performance of civil servants.

The central theme of this study is the implementation of the performance-based
remuneration program, so that the concepts and theories applied to map the problems of this
research are those related to the performance-based remuneration program, its
implementation, and the factors influencing it. By using a qualitative @escriptive approach,
this thesis describes the dynamics of the implementation of the perforinance- and activity-
based honorarium program in Departemen of ‘X’ Instance. To analyze the implementation of
program, this study evaluates the suitability of program _guidelines and realization in
achieving the goals of program in order that the factors influeriCing program implementation
can be identified and described.

Results of this study concluded that the performance~"and activity-based honorarium
program have not been able to achieve the goal ofimpraving the poor performance of civil
servants in Departemen of ‘X’ Instance because it cannot still be implemented well. The
constraint found in the implementation was incerisistency between the realization of program
and the guidelines of program. It is impressed*that the implementation of program was only
to performing the formal obligations and not ‘oriented to the goals of program for improving
the performance of civil servants in Bepartemen of ‘X’ Instance. The factors influencing the
implementation of the program wetethe low commitment of implementing staff in achieving
the goals of the program, the Wweak supervision of the program, and the poor design of
program with many weaknesses:

Keywords: Performance-Based Remuneration, Program Implementation
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BAB I

KERANGKA TEORI

Bab ini mendiskusikan beberapa teori dan konsep utama yang digunakan
dalam penelitian ini. Teori menjadi penting sebagai alat untuk menjelaskan realita
yang terjadi di lapangan. Teori merupakan alat yang dapat membantu menjelaskan
mengapa suatu peristiwa dapat terjadi dan bagaimana peristiwa tersebut akan
berproses. Berkaitan dengan tema penelitian ini, teori dan konsep yang digunakan
untuk memahami implementasi Program Pemberian honeratiuii kinerja terhadap
peningkatan kinerja pegawai di Unit Instansi “X™) adalah teori mengenai
remunerasi berbasis kinerja, dan teori implemgntasisprogram.

2.1 Remunerasi

Menurut Hasibuan (2012), remunerasi merupakan semua pendapatan
yang berbentuk uang, barangs langsung atau tidak langsung yang diterima
karyawan sebagai imbéalari-atds jasa yang diberikan kepada perusahaan. Sikula
(1981) dalam Hasibuar’{2012:118) mencoba memberikan pengertian remunerasi
sebagai segald sesuatu yang dikonstitusikan atau dianggap sebagai suatu balas jasa
atau ekuivaten. Werther dan Davis (1982:278) mendefinisikan bahwa,
“Compensation is what employee receive in exchange of their work. Whether
hourly wages or periodic salaries, the personnel department usually designs and
administers employee compensation”. Flippo (1984) (dalam Hasibuan (2012:118)
juga menyatakan bahwa, “wages is defined as the adeguate and equitable
renumeration of personnel for their constribution to organizational objectives™.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah disampaikan di atas, maka dapat
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disimpulkan bahwa kompensasi (remunerasi) adalah segala sesuatu yang
diberikan oleh organisasi yang dikonstitusikan sebagai suatu balas jasa atas
pekerjaan yang telah dilakukan karyawan. Dalam penelitian ini terminologi
karyawan yang dimaksud adalah PNS, maka remunerasi adalah segala sesuatu
yang diberikan oleh negara yang dikonstitusikan sebagai suatu balas jasa atas
pekerjaan yang telah dilakukan oleh PNS.

Dessler seperti dikutip Dharma (1986: 30) mengemukakan bahwa
remunerasi pegawai memiliki tiga komponen. Ketiga komponen-tersebut meliputi;
(1) pembayaran uang secara langsung (direct financial payment); (2) Pembayaran
tidak langsung (indirect payment), dan (3) Ganjaranion-finansial (nonfinansial
rewards). Berdasarkan ketiga komponen rémurierasi ini disimpulkan bahwa
remunerasi adalah setiap imbalan baik.yang“berupa imbalan ekstrinsik maupun
imbalan intrinsik yang diberikan kepada pegawai sebagai balasan atas apa yang
dikerjakannya, sehingga seeara, logis menimbulkan motivasi yang tinggi bagi
pegawai untuk menimbulkan-kinerja yang produktif dalam rangka pencapaian
tujuan organisasi.

Casmiwati” (2011: 238) mengidentifikasi jenis-jenis remunerasi yang
diterima olehn PNS antara lain adalah gaji pokok, tunjangan, pensiun, cuti,
perawatan, tunjangan cacat, uang duka, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi,
rumah dinas, serta kendaraan dinas. Selanjutnya Thoha (http://www.ipdn.ac.id)
juga mengemukakan jenis-jenis kesejahteraan yang diterima oleh aparatur pelayan
publik adalah gaji pokok, tunjangan, remunerasi, honorarium, insentif, bantuan
uang makan, bantuan transport, dan lain-lain. Kecuali itu, Siagian (2002: 174)

mengemukakan bahwa pemberian kompensasi kepada pegawai terdiri dari empat
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jenis kompensasi, yaitu; (1) upah dan gaji, (2) insentif; (3) pemanfaatan bantuan
dan jasa-jasa perusahaan, dan (4) perlindungan bagi pegawai.

Pemberian kompensasi kepada pegawai tentu mengandung maksud atau
tujuan tertentu dari suatu instansi maupun pegawai itu sendiri dalam mencapai
tujuan. Handoko (1987: 156-157) mengemukakan bahwa tujuan kompensasi
antara lain :

1. Memperoleh pegawai yang berkualitas

2. Mempertahankan para pegawai yang ada sekarang

3. Menjamin keadilan

4. Menghargai perilaku yang diinginkan

5. Mengendalikan biaya

6. Memenuhi peraturan legal

Menurut (Handoko, 1987: 158), pemberian kompensasi kepada pegawai
tergantung dari kebijakan dan peraturan pemerintah serta instansi tempat bekerja.
Pemberlakuan komperisasi— tidaklah mudah, banyak hambatan yang akan
mempengaruhi kebijakan tersebut, antara lain adalah:

1. Suplay-dan permintaan tenaga kerja, beberapa jenis pekerjaan mungkin
harus-dibayar lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh nilai relatifnya
karena kondisi desakan pasar.

2. Serikat pegawai. Lemah kuatnya serikat pegawai sangat mempengaruhi
untuk menggunakan kekuatan dalam penentuan tingkat kompensasi.

3. Produktivitas. Faktor ini lebh mengutamakan laba untuk membuat suatu
perusahaan tetap bertahan dan dapat membayar upah pekerjanya, dan

faktor ini tidak berlaku bagi organisasi pemerintah.
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4. Kesediaan untuk membayar besarnya pemberian kompensasi pada faktor
ini sangat berhubungan dengan kualitas pegawai baik dari segi pendidikan
dan pengalaman.

5. Kemampuan untuk membayar. Kemampuan untuk membayar kompensasi
sangat tergantung dari laba yang diperoleh perusahaan, sedangkan untuk
instansi pemerintah sangat tergantung dari alokasi dana pemerintah.

6. Berbagai kebijaksanaan pengupahan dan penggajian. Bagi instansi
pemerintah, faktor ini sangat ditentukan oleh kebijakanspemerintah dalam

menerapkan sistem kompensasi bagi pegawai.

2.2 Remunerasi Berbasis Kinerja

Menurut Rachmawati (2007: 2X7)\remunerasi berbasis kinerja (merit
pay) merupakan pembayaran imbalan (reward) yang dikaitkan dengan jasa atau
prestasi kerja (kinerja) maupun manfaat yang telah diberikan karyawan kepada
organisasi. Secara sedeffiana”remunerasi berbasis kinerja merupakan sistem
pembayaran yang' mergkaitkan imbalan (reward) dengan prestasi kerja
(performance)_karyawan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa
apabila di_datam organisasi menggunakan prinsip tersebut, seseorang yang
memiliki kinerja yang lebih baik akan memperoleh imbalan yang lebih tinggi
begitu pula sebaliknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan sistem
remunerasi berbasis kinerja, semakin tinggi kinerja yang diraih seorang karyawan
semakin tinggi pula imbalan yang akan didapat.

Penilaian kinerja pegawai merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan
manajemen agar merit pay (remunerasi berbasis kinerja) dapat diterapkan dengan

baik, sebab asumsi umum dalam ilmu ekonomi bahwa remunerasi berbasis kinerja
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merupakan pembayaran imbalan kepada karyawan yang memiliki kinerja tinggi
serta pemberian insentif untuk kelanjutan kinerja yang baik. Untuk mengetahui
kinerja karyawan tersebut tinggi atau rendah diperlukan penilaian yang baik dari
pihak manajemen. Jika sistem penilaian tidak baik, maka penerapan remunerasi
berbasis kinerja juga tidak akan efektif. Jadi salah satu kunci bekerjanya sistem
remunerasi berbasis kinerja akan tergantung pada seberapa baik sistem penilaian
kinerja (performance appraisal) dalam organisasi tersebut (Brookes, 1993). Hal
ini juga diperkuat oleh pendapat Wilkerson (1995) yang mengungkapkan bahwa
kebanyakan penilaian kinerja selama ini tidak bisa diterima karena memiliki
kelemahan, yaitu :

1. Pekerja staf, manager, diikat banyak siStem; proses, dan orang, akan tetapi
fokus penilaian kinerjanya hanya padd individu, hal ini menghasilkan
penilaian yang bersifat individual bukan sebagai suatu sistem dalam suatu
organisasi.

2. Penilaian kinerjanienganggap sistem dalam organisasi tersebut konsisten
dan dapat_diprediksi. Padahal dalam kenyataan sistem dan proses
merupakan- subyek yang dapat berubah karena secara sadar manajemen
harus‘melakukan perubahan sesuai dengan kemampuannya serta tuntutan
bisnis.

3. Penilaian kinerja menuntut persyaratan proses penilaian yang obyektif,
konsisten dapat dipercaya serta adil, tetapi disisi lain penilaian kinerja
akan dapat dilihat karyawan sebagai hal yang mendadak dan didasarkan

favoritisme.
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Menurut Rachmawati (2007: 221), penerapan sistem remunerasi yang
berbasis kinerja akan memiliki dampak positif bagi pegawai karena dapat
meningkatkan Kkinerja serta kepuasan kerja, namun dalam prakteknya manager
banyak mengalami kendala yang berkaitan dengan :

a. Penjabaran dan menilai kinerja karyawan yang baik, hal ini disebabkan
karena adanya perubahan sifat-sifat kerja yang dilaksanakan karyawan,
sifat multidimensional kerja (pekerjaan semakin kompleks), penerapan
teknologi baru di tempat kerja, dan kurangnya pelatihan manajerial
mengenai Kinerja yang baik.

b. Kesulitan dalam mengidentifikasi imbalan yang bernilai bagi karyawan,
karena untuk mengidentifikasi imbaldn,bagi” karyawan perlu dilakukan
dengan dua tahap yaitu dengan mengelompokkan jenis imbalan baik
imbalan intrinsik dan imbalarzekstrinsik.

c. Kesulitan dalam menciptakan keterkaitan atau keselarasan yang kurang
tepat antara imbalan-dengan kinerja. Hal ini berkaitan dengan kegagalan
menciptakanikeselarasan antara desain imbalan dengan kinerja karyawan,
terciptanya keselarasan yang kurang tepat, terdapat sebagian karyawan
terutama level buruh tidak menginginkan imbalan yang sesuai dengan
kinerja yang dicapainya, atau kesalahan manajer dalam memahami laporan

penilaian kinerja (performance appraisal).

Menurut Rachmawati (2007) program remunerasi berbasis kinerja
didukung secara luas penerapannya, namun hanya sedikit bukti bahwa
keberadaannya efektif. Hal tersebut disebabkan karena terdapat masalah-masalah

yang dihadapi oleh manajemen organisasi dalam menerapkan sistem remunerasi
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berbasis kinerja, menurut McGinty dan Hanke (1992) masalah tersebut antara

lain:

1. Kesulitan dalam mendefinisikan dan mengukur kinerja individu

2. Tidak tepatnya proses penilaian yang berkaitan dengan sistem remunerasi
berbasis kinerja.

3. Kesenjangan kepercayaan dan kerja sama antara manajemen dengan
karyawan

4. Remunerasi berbasis kinerja relatif tidak cukup untuk>karyawan yang
menggunakan base pay

5. Skeptisme para karyawan dimana pembayardn mereka dikaitkan dengan

Kinerja.

Namun diantara kendala tersebut, terdapatypendapat lain yang mengatakan bahwa
penerapan remunerasi berbasis“kinerja bagi karyawan dipandang cukup adil,
sebab karyawan diberi imbatan yang berbeda sesuai dengan prestasi kerja yang
diraihnya. Karyawaf ~yang menghasilkan Kkinerja tinggi akan memperoleh
tambahan penghasilan”yang lebih tinggi dibandingkan karyawan karyawan yang
memperoleh™level kinerja dibawahnya. Hal tersebut dapat diartikan agar dapat
memperoleh tambahan penghasilan lebih, maka karyawan harus terlebih dahulu
berprestasi. Dengan demikian, apabila sistem remunerasi berbasis kinerja dapat
diterapkan secara efektif maka akan memiliki dampak positif bagi organisasi
karena dapat meningkatkan kinerja serta kepuasan kerja karyawan.

Brookes (1993) mengemukakan bahwa secara teoritik remunerasi
berbasis kinerja merupakan ide yang baik dan kebanyakan praktisi dan akademisi

juga menyetujui hal itu. Selanjutnya pendapat tersebut juga diperkuat oleh
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Kopelmen et.al. (1991) yang mengungkapkan bahwa dengan menerapkan sistem
remunerasi berbasis kinerja memungkinkan sebuah organisasi untuk :

a. Mendorong tingkat rata-rata motivasi kerja individual

b. Meningkatkan pencapaian yang berorientasi individual

c. Mempertahankan penilaian yang tinggi bagi karyawan yang memiliki

Kinerja tinggi.

Dalam risetnya, Basset (1994) mengemukakan bahwa penggunaan
imbalan sebagai motivator kinerja memiliki tingkat ketidakpastian. tinggi sebagai
konsistensi dari outcome. Penyesuaian imbalan berdasarkan kebijakan pay for
performance dari perbedaan pemberian imbalan~yang meningkat tidak secara
konsisten memotivasi kinerja yang tinggh/ Karyawan harus secara palsu
mengaitkan usaha dengan imbalan dalam, cara yang menciptakan harapan bahwa

usahanya harus dihargai untuk kenaikanpembayaran imbalan menjadi adil.

McGinty dan Hanke-<(1992) juga mengungkapkan bahwa masalah utama
dari program remunefasi pberbasis kinerja adalah banyak desainnya tidak baik atau
penerapannya {idak “efektif, serta ditambah dengan hasil survey mereka yang
menunjukkan, “bahwa kebanyakan pekerja tidak menunjukkan banyak
hubungannya antara imbalan yang mereka terima dengan seberapa baik hasil kerja
mereka. Kebanyakan para pegawai diperlakukan sama, artinya mereka diberi
imbalan hanya didasarkan semata-mata pada waktu yang dihabiskan untuk
bekerja.

Untuk menghindari kegagalan dalam penerapan sistem remunerasi

berbasis kinerja (merit pay) Schuler dan Jackson (1999) menganjurkan agar
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sebelum menerapkan sistem imbalan berdasarkan kinerja perlu melakukan

penilaian yang mendalam terhadap pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

=

Apakah pembayaran dinilai oleh karyawan.

2. Apakah sasaran yang akan dicapai oleh sistem imbalan berdasarkan kinerja.

3. Apakah nilai-nilai organisasi menguntungkan bagi sistem pembayaran kinerja.

4. Dapatkah kinerja diukur secara akurat.

5. Seberapa sering kinerja diukur dan dievaluasi.

6. Tingkat kesatuan apa (individu, kelompok atau orgamisasi) yang akan
digunakan untuk mendistribusikan imbalan.

7. Bagaimana bayaran akan dikaitkan dengan “kifierja (misalnya: melalui
peningkatan jasa, bonus, komisi atau insentif).

8. Apakah organisasi mempunyai sumber® keuangan yang memadai untuk
membuat agar pembayaran berdasarkan kinerja bermakna.

9. Tahap-tahap apa saja yang akan-ditempuh untuk memastikan bahwa karyawan
dan manajemen punya‘kemitmen terhadap sistem itu

10. Serta tahap-tahap “apa saja yang akan ditempuh untuk memantau dan

mengendalikan sistem itu.

Menurut Ruky (1996), agar penilaian kinerja dapat dilaksanakan dengan baik

diperlukan metode yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Yang diukur adalah benar-benar prestasi dan bukan faktor-faktor lain, seperti
yang menyangkut pribadi seseorang.
2) Menggunakan tolok ukur yang jelas dan yang pasti menjamin bahwa

pengukuran itu bersifat objektif.
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3) Dimengerti, dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota
organisasi yang terlibat.
4) Dilaksanakan secara konsisten, dan didukung sepenuhnya oleh pimpinan

puncak organisasi

2.3 Implementasi Program

Implementasi  kebijakan/program  merupakan aspek penting dari
keseluruhan proses kebijakan. Udoji (Wahab, 2004: 59) dengan tegas menyatakan
bahwa pelaksanaan suatu kebijakan adalah sesuatu yang péntidg,”mungkin jauh
lebih penting daripada pembuatan kebijakan, karena “kebljakan-kebijakan akan
sekedar berupa impian atau rencana bagus yangdersinipan rapi dalam arsip kalau
tidak diimplementasikan. Melalui pemahamaf” yang lebih tentang proses
implementasi dilakukan secara akural) diharapkan akan dapat dirumuskan
rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses implementasi yang
lebih baik.

Untuk dapatt mendalami proses implementasi, maka perlu dipahami
konsep implementasi-terlebih dahulu. Menurut Laswell (1956). Sebagai ilmuan
yang pertama Kali mengembangkan studi tentang kebijakan publik, Laswell
menggagas suatu pendekatan yang ia sebut sebagai pendekatan proses (policy
process approach). Menurutnya, agar ilmuan dapat memperoleh pemahaman yang
baik tentang apa sesungguhnya kebijakan publik, maka kebijakan publik tersebut
harus diurai menjadi beberapa bagian sebagai tahapan-tahapan, yaitu agenda-
setting, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi, dan terminasi.
Berdasarkan siklus kebijakan tersebut secara jelas terlihat bahwa implementasi

merupakan bagian atau salah satu tahap dari proses besar bagaimana suatu
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keberhasilan suatu kebijakan publik dilakukan. Selanjutnya Pressman dan
Wildavsky (1973) secara eksplisit menggunakan konsep implementasi untuk
menjelaskan fenomena kegagalan suatu kebijakan dalam mencapai sasarannya.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012: 18), secara ontologis subject
matter studi implementasi dimaksudkan untuk memahami fenomena kebijakan
publik, seperti: (i) mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan di
suatu daerah; (ii) Mengapa suatu kebijakan publik yang sama, yang dirumuskan
oleh pemerintah, memiliki tingkat keberhasilan yang berheda-beda ketika
diimplementasikan oleh pemerintah daerah; (iii) mengapa‘suatu jenis kebijakan
lebih mudah dibanding dengan jenis kebijakan lain;")(iv) mengapa perbedaan
kelompok sasaran mempengaruhi keberhasilai implementasi kebijakan. Sehingga
upaya untuk memahami berbagai fenomena implementasi pada akhirnya
dimaksudkan untuk dapat memetakar-faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
munculnya berbagai persoalan yang'menjadi kendala dalam implementasi sebuah
kebijakan.

Keberhastilan,impiementasi kebijakan ditentukan oleh banyak variabel atau
faktor baik “yang bersifat individual maupun kelompok, dan masing-masing
variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain (Subarsono, 2005: 87-89).
Beberapa ahli mengembangkan pendekatan dan teori tentang implementasi
kebijakan untuk menjelaskan mengenai faktor atau variabel yang mempengaruhi
implementasi kebijakan. Salah satu model implementasi kebijakan adalah yang
dikemukakan oleh George C. Edward Ill. Menurut pandangan Edward IlI,

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang saling berhubungan
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satu sama lain, yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi
(Edward 111, 1980). Berikut penjelasan masing-masing variabel tersebut :

1. Struktur  organisasi;  Struktur  organisasi yang  bertugas
mengimplementasikan kebijakaan mempunyai pengaruh yang penting
dalam proses implementasi. Salah satu aspek struktural yang penting
dari suatu organisasi adalah prosedur operasi yang standar, Standar
Operating Procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap
implementator dalam bertindak. Dengan menggunakan SOP para
pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP
juga menyeragamkan tindakan-tindakap/dari para pejabat dalam
organisasi-organisasi yang kompglekssdan tersebar luas yang pada
gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan
yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

2. Sumber daya; Sumber”daya merupakan faktor yang penting agar
implementési/kebijakan dapat berjalan efektif. Sumber daya dapat
berwujud Sumber daya manusia, yaitu implementor yang kompeten.
Diglam organisasi, implementor yang paling penting adalah staf. Hal
yang perlu diingat adalah bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek
positif bagi implementasi kebijakan. Namun di sisi yang lain,
kekurangan staf juga akan menghambat efektivitas implementasi
kebijakan. Oleh karena itu guna mendukungnya implementasi
kebijakan, diperlukan staf yang mempunyai keterampilan yang

memadai serta dengan jumlah yang cukup. Selain sumber daya
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manusia, dana atau insentif lain menjadi faktor yang menentukan
keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Komunikasi; Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan
agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada
kelompok sasaran (target groups) sehingga dapat mengurangi distorsi
implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas
atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka
kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompoK sasaran.

4. Disposisi; Disposisi adalah watak dan karakieristik yang dimiliki oleh
implementor, seperti komitmen, Kejujuran, sifat demokratis. Apabila
implementor memiliki disposist” yang baik, maka dia akan
menjalankan kebijakan'dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh
pembuat kebijakan, Ketika implementor memiliki sikap atau
perspektif, yarg- berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses
implementési kebijakan menjadi tidak efektif.

Bagan 2.1
Faktor Penentu Implementasi Kebijakan Menurut Edwards 111

Komunikasi
1 \
Sumber Daya v\

=
v/

Disposisi
Struktur Birokrasi

Implementasi
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Selanjutnya menurut Smith dalam Islamy (2000), implementasi
kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. ldealized policy, yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan
dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target
group untuk melaksanakannya.

2. Target groups, yaitu bagian dari policy stakeholders yang diharapkan
dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh
perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari
implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola
perilakukan dengan kebijakan yang telah dirdmuskan.

3. Implementing organization, vyaitu¢ adan-badan pelaksana yang
bertanggung jawab dalam implementasi-kebijakan.

4. Environmental factors, , unsur-unsur di dalam lingkungan yang
mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial,
ekonomi dan politik; /Dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan
selalu muncul “hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan bagaimana
kebijakan>tersebut bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.
Ketikd masyarakat sebagai objek dari kebijakan tidak mau mematuhi atau
melaksanakan kebijakan tersebut, dikarenakan masyarakat mempunyai
sudut pandang sendiri-sendiri sehingga ada yang pro dan kontra terhadap
implementasi kebijakan.

Mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab anggota masyarakat tidak
mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, Anderson (1979)

mengemukakan beberapa faktor antara lain :
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1. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana
terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atas kebijaksanaan
publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.

2. Karena Kkeanggotaan seseorang dalam suatu kelompok atau
perkumpulan, dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran
yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau keinginan pemerintah.

3. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara
para anggota masyarakat yang cenderung bertindak.dengan menipu/
melawan hukum.

4. Adanya ketidakpastian hukum atau kebijaksanaan “ukuran” kebijakan
yang mungkin saling bertentangan/satu‘sama lain, yang dapat menjadi
sumber ketidakpatuhan orang terhadap hukum atau kebijakan publik.

5. Apabila suatu kebijakan »difentang secara tajam karena kebijakan
tersebut bertentangan dengan sistem nilai yang dianut masyarakat,
secara luas ataukelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Selain itu Anderson(1979) juga menunjukkan faktor-faktor pendukung pelaksana
suatu kebijakari;-diantaranya :
1. "Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-
keputusan badan-badan pemerintah.
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah,
konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang

melalui prosedur yang telah ditetapkan.
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4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena
kebijakan-kebijakan kontroversial yang lebih banyak mendapatkan
penolakan warga masyarakat dalam pengimplementasiannya.

Kriteria yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik
menurut Dunn (1994) adalah:

1. Faktor hambatan fisik (physical constraint), yaitu dalam upaya untuk
pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan kemungkinan dibatasi oleh
kendala keadaan atau keterbatasan pengetahuan tentang teknologi.

2. Faktor hambatan hukum (law constraint), yaltu Keterikatan kepada
hukum publik, hak kepemilikan dan feraturan peraturan lembaga
yang ada sering menghambat upayajéencapaian tujuan.

3. Faktor hambatan organisasional®{organizational constraint), yaitu
keadaan struktur organisast, keterbatasan wewenang dan proses
pengaturan pelaksanaarn yang tersedia untuk mengimplementasikan
kebijakan dapat<membatasi upaya untuk mencapai tujuan.

4. Faktar ‘hambatan politik (political constraint), yaitu keberadaan
Kelompok oposisi politik dapat menimbulkan hambatan yang luar
biasa dalam implementasi kebijakan, juga dalam kesediaan
penerimaan awal dari suatu kebijakan. Oposisi seperti ini sering
dicerminakan dengan adanya kelebaman organisasi (sulit berubah)
dan kecenderungan untuk menghindari masalah dengan membuat
keputusan inkremental dalam pembuatan keputusan.

5. Faktor hambatan distributif (distributional constraint), yaitu

kebijakan publik yang semula telah dirancang untuk menyediakan
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pelayanan sosial secara efisien sering dibatasi oleh kebutuhan untuk
meyakinkan bahwa biaya program yang mencapai manfaat efisiensi
bersih tertinggi.

6. Faktor hambatan anggaran (financial constraint), yaitu kendala
anggaran pemerintah yang sangat tebatas, sehingga penentuan
sasaran dan tujuan perlu mempertimbangkan ketersediaan dana.
Anggaran ini dapat menyebabkan timbulnya masalah dimana analis
dipaksa untuk hanya mempertimbangkan alternatif. memaksimalkan
efektvitas dengan keterbatasan sumberdaya.

Berdasarkan uraian di atas, untuk menganalisis pro$es implementasi yang terjadi
pada program pemberian honorarium kinerja di JnitAnstansi ‘X’ dalam penelitian
ini, penulis melihat dari kesesuaian antara Yeaisasi program dengan pedoman
program dalam rangka mencapai tujuan-program pemberian honorarium kinerja di
Unit Instansi “X’. Sehingga-dalam_ menjawab pertanyaan penelitian selanjutnya,
peneliti menggunakan “konsep yang dikemukakan oleh Edward Il untuk
menganalisis faktor-fakfor yang mempengaruhi implementasi program pemberian

tunjangan kinérja:dan honorarium kegiatan di Unit Instansi “*X’.
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2.4 Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2
berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Pikir Penelitian

Program Pemberian 1. Implementasi Program Pemberian
Honorarium Kinerja bagi Honorarium Kinerja ?
Pegawai di 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai di Unit
Unit Instansi X Implementasi Program Pemberian Instansi X
Honorarium Kinerja ?

Berdasarkan bagan kerangka pikirsdi, dtas, penelitian ini  melihat
bagaimana program peningkatan kinerja.melalui pemberian honorarium kinerja
diimplementasikan di Unit JInstansi” *X’, serta faktor-faktor apa yang
mempengaruhi implementagi_program tersebut. Program tersebut yang diharapkan
dapat meningkatkan/kiferja pegawai di Unit Instansi ‘X’ ternyata belum
sepenuhnya berhasilikarena masih ditandai dengan berbagai keluhan pelayanan
dari pelanggan, yang terjadi, sehingga penulis memfokuskan pada bagaimana
implementasi program pemberian honorarium kinerja di Unit Instansi “X’,
bagaimana pedoman pemberian honorarium kinerja dan rambu-rambu penilaian
kinerja itu diterapkan dan dilaksanakan oleh para implementor di Unit Instansi
‘X’ digali dan dilihat sehingga dapat digunakan untuk menjabarkan faktor-faktor
apa yang menyebabkan implementasi program pemberian honorarium Kinerja

belum berhasil meningkatkan kinerja pegawai di Unit Instansi “X’.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Untuk menemukan jawaban mengapa Program Pemberian honorarium
kinerja belum dapat meningkatkan kinerja pegawai di Unit Instansi ‘X’ yang akan
fokus pada proses implementasi program tersebut serta unsur-unsur pokok yang
harus ditemukan dan sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat
penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian-kualitatif, karena
dalam penelitian ini permasalahan belum jelas, kémpleks, dinamis, dan penuh
makna, sehingga peneliti bermaksud memahami.situasi tersebut secara mendalam,
menemukan pola, hipotesis, dan teori.

Penelitian kualitatif pada hakekainya mengamati orang dalam lingkungan
hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran
mereka tentang dunia. SeKitarnya (Nasution dalam Sugiono, 2009:180). Dalam
penelitian ini, yang, akan diamati adalah program vyaitu bagaimana program
pemberian Jidnorarium kinerja di Unit Instansi “X’ diimplementasikan serta
bagaimana “peran aktor-aktor yang terlibat di dalamnya dengan berbagai latar
belakangnya.

Penelitian dalam rangka mendapatkan gambaran mengenai bagaimana
implementasi program pemberian honorarium kinerja ini menggunakan metode
penelitian deskriptif. Menurut Travers (Umar, 1998: 81), tujuan penelitian
deskriptif adalah untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung

pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.
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Dengan metode penelitian deskriptif ini, fenomena implementasi program
pemberian honorarium Kkinerja di Unit Instansi ‘X’ dapat dideskripsikan dan
dianalisis secara apa adanya dan mendalam dengan menggunakan kerangka kerja
analisis teoritis yang relevan sehingga akan diperoleh pemahaman yang
komprehensif dan faktual terhadap fenomena yang diteliti.

Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, maka data yang di
dapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga
tujuan penelitian dapat dicapai (Sugiono, 2009: 181). Adapug-tujuan penelitian
deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi,
berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas\s0siali yang ada di dalam
masyarakat ataupun organisasi yang menjadis objek penelitian dan berupaya
menarik realitas itu ke permukaan sebagai sutuciri, karakter, sifat, model, tanda,

atau gambaran tentang kondisi, situasiy-atal fenomena tertentu (Bungin, 2008:68).

3.2 Teknik Pengumpulan, Data

Sumber dan “eKnik- pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan
dengan fokus dan, tujaan penelitian. Sesuai dengan fokus penelitian, maka yang
dijadikarmsumber data dan teknik pengumpulan data adalah seluruh pegawai Unit
Instansi ‘X’ yang berstatus sebagai PNS, dan para pelanggan sebagai stakeholder
yang merasakan manfaat pelayanan pegawai di Unit Instansi ‘X’ serta data-data
sekunder mengenai laporan keuangan dan kinerja, dan data mengenai SDM di
Unit Instansi “X’. Data penelitian ini juga diperoleh dari data primer dan data
skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari

subjek penelitian. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari
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sumber-sumber tertentu, seperti laporan penelitian, jurnal, koran dan lain-lain.
Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik:

a. Observasi Partisipan; Observasi yang penulis lakukan berkaitan dengan
penelitian ini adalah dengan cara terlibat langsung dalam berbagai
aktivitas kegiatan di Unit Instansi “X’, baik aktivitas manajerial maupun
aktivitas pelayanan kepada pelanggan. Pengamatan terhadap implementasi
program penulis lakukan dengan cara memancing pembicaraan yang
mengarah kepada implementasi program pemberian honararium kinerja di
Unit Instansi “X’. Selain itu penulis juga melakukan Wawancara secara
spontan kepada para informan yang berkaitan/dengan penelitian ini tanpa
menyatakan bahwa penulis sedang 4nengamati program, penulis juga
selalu melakukan diskusi kepada beberapa pegawai di Unit Instansi ‘X’
guna mendapatkan ataupun klgrifikasi data dalam penelitian ini.

b. Wawancara mendalam {in depth interview); Wawancara dilakukan untuk
memperoleh data/primer yang sesuai dengan kebutuhan analisis data.
Wawancata ‘'mendalam ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang
menyarngkut bagaimana implementasi program Pemberian honorarium
kinerjJa di Unit Instansi ‘X’ serta faktor yang mempengaruhinya.
Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang memahami fakta
yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yaitu implementasi program
pemberian honorarium kinerja di Unit Instansi “X’.

c. Dokumentasi; Dokumentasi dalam penelitian ini terkait dengan bahan
bahan sekunder berupa notulensi rapat, dokumen kendali 1SO, serta

literatur dan arsip-arsip yang relevan dengan program Pemberian
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honorarium kinerja dan SDM di Unit Instansi *X’ dalam melaksanakan

pelayanan publik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian

ini dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3. 1 Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data

Sumber Data

Teknik Pengumpulan Data

Implementasi Program

Ka. Unit Instansi ‘X’
Koord. Unit Instansi ‘X’

Wawancara, observasi dan
dokumentasi

Pemberian Honorarium Kinerja

di Unit Instansi ‘X' Pegawai Unit Instansi ‘X

Pelanggan dan Stakeholders

Faktor-Faktor yang Ka. Unit Instansi ‘X’ Wawancara, Observasi &

el N e o

Mempengaruhi Implementasi Koord. Unit Instansi ‘X’ Dokumentasi
Program Pemberian Pegawai Unit Instansi ‘X’

Honorarium Kinerja di Unit Pelanggan dan Stakelalders

Instansi ‘X’

Data Sekunder : Unit Instansi ‘X’ Dokumentasi

e Laporan penilaian kinerja
pegawai bulanan

e Laporan realisasi kinerja &
kegiatan pegawai

e Laporan Keuangan

3.3 Teknik Analisis Data
Data yang“diperolen dari penelitian ini akan dianalisis dengan

menggunakan ‘model” analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Miles dan

Huberman,_ (1994: 10-11) mengungkapkan proses analisis data terdiri dari tiga

kegiatan pokok yaitu:

adalah suatu bentuk analisis

a. Reduksi data, yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan
mengorganisasikan dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan—
kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Pada tahapan ini, peneliti
berupaya memilih dan memilah data primer dan skunder yang berkaitan

dengan kinerja implementasi program Pemberian honorarium kinerja di Unit
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Instansi X’ dalam melaksanakan pelayanan publik yang telah diperoleh di
lapangan sesuai dengan kebutuhan analisis data. Data yang tidak diperlukan
akan disisihkan. Proses ini berlangsung terus menerus selama proses
penelitian berjalan sampai penelitian berakhir.

b. Penyajian data, yaitu merupakan bagian dari analisis untuk menampilkan data
yang didapat melalui kegiatan reduksi sehingga memungkinkan peneliti
menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data yang dilakukan
dalam penelitian ini dilakukan secara naratif dan disajikan dalam bentuk
tabel, diagram, matriks, bagan dan bentuk lainnyasyang berkaitan dengan
bagaimana implementasi program pemberian “honorarium Kkinerja di Unit
Instansi “X’. Hal ini dilakukan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan dan
verifikasi.

c. Menarik kesimpulan dan verifikasi terhadap data yang terkumpul. Menarik
kesimpulan pada hakikatqaya” adalah kegiatan yang dilakukan untuk
mendapatkan keabisaltan data (validitas) selama penelitian, sedangkan
verifikasi adalah Statu tujuan ulang atau pembuktian terhadap kesimpulan
yang telatiatambil. Untuk mendapatkan data yang valid diperlukan verifikasi
terhadap” data yang ada sehingga kesimpulan yang dibuat dapat
dipertanggungjawabkan. Peneliti mulai mengambil kesimpulan atau verifikasi
sejak proses pengumpulan data dilakukan. Setiap data yang direduksi dan
disajikan pada dasarnya telah memiliki kesimpulan sesuai dengan
konteksnya, tetapi kesimpulan yang diambil masih bersifat parsial, diragukan,
dan belum sempurna. Kemudian dengan bertambahnya data, kesimpulan

semakin teruji dan kuat. Dalam penelitian ini data diklasifikasikan dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41026

direduksi terlebih dahulu dengan mengelompokkan dan membuang data yang
tidak perlu, data yang telah dikelompokkan tadi disajikan dan terakhir baru

dianalisis, diverifikasi dan ditarik kesimpulan.

3.4 Teknik Pemeriksaan Data

Data penelitian diperiksa, dicek, dan diverifikasi dengan teknik sebagai berikut:

a. Teknik triangulasi, dengan teknik ini keabsahan data akan dibandingkan
dengan data-data sejenis yang berasal dari referensi yang berbeda.

b. Pengecekan sejawat, melalui teknik ini data diekspos! dengan rekan-rekan
sejawat untuk selanjutnya diadakan diskusi analitik;

c. Kecukupan referensi, mengumpulkan sebaryak_mangkin catatan, rekaman,
dan informasi-informasi lainnya yangt akam’-dijadikan bahan pertimbangan

dalam proses penafsiran data.

3.5 Definisi Konsep
Adapun definisi‘kensep dalam penelitian ini berhubungan dengan variabel
yang hendak diteliti,\bebierapa konsep yang perlu dijelaskan tersebut antara lain :
a. Program=>Pemberian honorarium Kkinerja adalah program pemberian
remunerasi tambahan yang diberikan kepada pegawai di Unit Instansi ‘X’
yang berdasarkan atas hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan
pegawai tersebut berdasarkan penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan
pekerjaan yang telah dilakukan pada bulan sebelumnya.
b. Implementasi program Pemberian honorarium kinerja di Unit Instansi ‘X’
adalah bagaimana program tersebut diimplementasikan oleh para

implementor di Unit Instansi “X’, yang meliputi Kepala Unit Instansi ‘X’
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sebagai implementor program yang bertugas memberikan nilai Kkinerja
akhir para pegawai Unit Instansi *X’, koordinator A sebagai orang yang
dimintai pertimbangan oleh kepala Unit Instansi ‘X’ dalam menilai staf
bagian A, koordinator B yang merupakan orang yang dimintai
pertimbangan oleh kepala Unit Instansi ‘X’ dalam menilai staf bagian B,
serta Koordinator C yaitu orang yang dmintai pertimbangan oleh kepala
Unit Instansi ‘X’ dalam menilai staf bagian C.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pregram Pemberian
honorarium kinerja bagi peningkatan kinerja pegawai UT di Unit Instansi
‘X’ adalah faktor-faktor yang mempengatufih fmplementasi program
Pemberian honorarium kinerja di Unitdnstansi ‘X’ sehingga menyebabkan

kinerja pegawai di Unit Instansi_2X’ beium mengalami peningkatan.

3.6 Definisi Operasional
Definisi operasionai~yang digunakan sebagai acuan menemukan fenomena
empiris sebagai penerjemah konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. lmpiementasi program Pemberian honorarium kinerja di Unit Instansi
“X’ dapat dilihat berdasarkan kesesuaian antara tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh implementor (Kepala Unit Instansi “X’,
koordinator A, koordinator B, dan Koordinator C) sebagai penilai
kinerja terhadap kelompok sasaran (staf Unit Instansi ‘X’) dengan
pedoman program dalam rangka mencapai tujuan program.
b. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi program

Pemberian honorarium kinerja di Unit Instansi “X’ dilihat dari faktor —

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41026

faktor yang dikemukakan oleh Edward IIl, vyaitu disposisi
Pemimpin/implementor, struktur birokrasi/SOP program,

komunikasi/pengawasan ~ program, dan  kemampuan SDM

pelaksana/implementor.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41026

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41026

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41026

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41026

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41026

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41026

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41026

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41026

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41026

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41026

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41026

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41026

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41026

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41026

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41026

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41026

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41026

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41026

BAB V
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN
HONORARIUM KINERJA DI UNIT INSTANSI ‘X’

Pada bab ini disajikan hasil analisis serta interpretasi atas hasil data
primer serta data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Untuk
menilai bagaimana implementasi atau pelaksanaan program pemberian
honorarium Kkinerja di Unit Instansi ‘X’ maka pembahasan ini akan melihat
kesesuaian antara realisasi program dengan pedoman program.

Seperti telah dijabarkan dalam bab sebelumaya_bahwa kegiatan utama
yang dilaksanakan dalam Program Pembefiari=honorarium Kkinerja bagi
peningkatan kinerja pegawai di Unit Mstansi” ‘X’ adalah penilaian kinerja
pegawai. Oleh karena itu dalam pembatiasan mengenai implementasi program ini
penulis membahas mengenai, temuan-temuan penelitian yang penulis anggap
dapat menggambarkan proses “implementasi Program Pemberian honorarium
kinerja bagi peningkatam kinerja pegawai di Unit Instansi ‘X’ sesuai dengan

alasan mengapa.penetitian ini dilakukan.

5.1 Kesesuaian antara Implementasi Program dengan Pedoman Program
5.1.1. Kekonsistenan dalam Implementasi Penerapan Formulir Rencana
Kerja Tahunan (F1A) dan Formulir Rencana dan Realisasi Kerja
Bulanan (F1B) dengan Pedoman Program
Dalam pedoman program, pembuatan F1A dan F1B merupakan tahap awal
proses penilaian kinerja. Hal ini disebabkan karena penilaian kinerja yang

dilakukan oleh kepala unit dengan meminta pertimbangan pada atasan langsung,

yaitu para koordinator bagian setiap bulan dilakukan berdasarkan formulir rencana
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Formulir F1A adalah

sebuah daftar yang berisi perencanaan pekerjaan yang dibuat oleh pegawai dalam

menentukan perkiraan sekaligus pemetaan kegiatan apa yang akan dilaksanakan

oleh pegawai tersebut selama satu tahun ke depan sesuai dengan tupoksinya

masing-masing. Sesuai dengan pedoman program, formulir tersebut wajib dibuat

oleh masing-masing pegawai setiap akhir tahun untuk memetakan kegiatan apa

yang akan dikerjakan selama satu tahun mendatang. Mengenai contoh formulir

F1A dapat dilihat dalam gambar 5.1 berikut.

Gambar 5.1
Contoh Formulir Rencana Kerja Tahurian F1A

"Nama lengkap dengan gelar NP
Pangkat/golongan Jabatan Struktural
Unit Kerja/Satmingkal Tanggal
pengangkatan
Masa Kerja Periode penilaian
Rencana Kerja
No Tugas/Pekerjaar Jangka Batas akhir Keterangan
Jumlah .
Waktu Pekerjaan
) 2 ©) (4) () (6)
Tugas Unit
1
2
3
4
5
Tugas Antar Unit
Persetujuan Rencana Kerja
Pegawai Kepala Unit
Nama
NIP
Tanda Tangan
Tanggal
CATATAN :
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e Kolom rencana kerja diisi jika memang pekerjaannya bisa dikuantifikasi, jika tidak dikosongkan
saja

e  Kolom keterangan, dapat diisi untuk memperjelas pernyataan pada kolom (2) — (5)
Sumber : Pedoman Pemberian honorarium kinerja Unit Instansi ‘X’

Memperhatikan petunjuk kerja yang terdapat di dalam pedoman program
serta struktur isi dalam formulir F1A tersebut, idealnya formulir F1A
dikumpulkan di akhir tahun, tetapi dalam implementasinya yang terjadi tidak
demikian. Hal ini seperti yang dikemukakan dari pernyataan salah seorang
pegawai di Unit Instansi ‘X’ sebagai berikut :

“Semula kami selalu diminta untuk mengumpulkan formulir.F1A di akhir
tahun guna perencanaan kerja untuk tahun selanjutnya,(akan tetapi akhir-
akhir ini formulir F1A tidak pernah dikumpulkan dagi~di~“akhir tahun”
(Wawancara tanggal 4 Mei 2013).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan™bahwa dalam realisasinya
formulir F1A hanya dibuat pada tahap awal peiaksanaan program, selanjutnya
para pegawai di Unit Instansi ‘X’ *{idak™ lagi diminta untuk membuat dan
menyerahkan formulir ini. Keéadaan tersebut seperti yang diungkapkan oleh
pegawai lainnya berikut jmi,:

“Sudah lama kamistidak pernah lagi diminta untuk menyerahkan rencana
kerja tahunan® (Wawancara tanggal 4 Mei 2013).

Pendapattersebut diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan
pegawai lainnya. Fakta tersebut terurai dalam pernyataan berikut ini:

“Saya sebagai pegawai di Unit Instansi ‘X’ belum pernah mengetahui
bagaimana bentuknya formulir F1A tersebut. Saya cuma diminta
mengumpulkan formulir F1B, yaitu formulir rencana dan realisasi kerja
bulanan, itupun hanya kalau diminta saja sama pimpinan, baru kami buat,
kalau tidak diminta ya kami diam saja, Saya tidak pernah tahu mengenai
formulir rencana kerja tahunan” (Wawancara tanggal 4 Mei 2013).

Ketika penulis mengkonfirmasikan hal tersebut kepada salah seorang
implementor program di Unit Instansi ‘X’, pegawai tersebut mengungkapkan

alasan bahwa:
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“Kendala pembuatan formulir F1A karena terkadang tupoksi pegawai sering
berubah seiring dengan tuntutan kondisi pekerjaan, sehingga bingung mau
memprediksi pekerjaan apa yang akan kita kerjakan satu tahun mendatang,
kadangkala sering ada rotasi tugas dari pimpinan.” (Wawancara tanggal 4
Mei 2013).

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa formulir F1A, yang merupakan
daftar yang memuat titik awal perencanaan pegawai untuk melaksanakan
pekerjaannya selama satu tahun menjadi terabaikan. Padahal dengan pembuatan
Formulir F1A tersebut, diharapkan pegawai dapat lebih mengetahui apa saja
pekerjaan yang akan dilakukan, berapa kuantitas pekerjaan itughagaimana jangka
waktu pekerjaan akan diselesaikan, serta kapan target\akhir”pekerjaan dapat
selesai. Melalui pembuatan formulir tersebut pegawai @i-Unit Instansi *X’ juga
menjadi terlatih untuk membuat perencanaan{pekerjaan serta target penyelesaian
suatu pekerjaan yang akan dikerjakan oleh pegawai tersebut selama satu tahun ke
depan.

Kondisi-kondisi tersebutsmemang efektif untuk diterapkan ketika semua
pegawai memiliki tupoksi—kerja yang tetap selama satu tahun, akan tetapi
berdasarkan pernyataariimplementor program di atas kendala untuk menerapkan
Formulir RLA “muncul karena tupoksi masing-masing pegawai selalu berubah
sesuai kebijakan pimpinan. Hal tersebut tergambar dari observasi yang penulis
lakukan pada saat penelitian terlihat bahwa tupoksi pegawai Unit Instansi ‘X’
dalam satu tahun ini mengalami perubahan. Sebagai contoh perubahan tupoksi
tahun 2013.1 berbeda dengan 2013.2 Hal tersebut terlihat dari contoh tupoksi

berikut ini.
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Tabel 5.1
Tugas Pegawai Unit Instansi ‘X’ 2013.1 dan 2013.2
No Nama Tugas Tugas
(Anonim) 2013.1 2013.2
1 | AA Sosialisasi & Promosi Pjw. Bea Siswa
2 | BB Pj. Wilayah Pj. Wilayah
3 | CC Pj. Wilayah Pj. Wilayah
4 | DD Pj. Wilayah Pj. Wilayah
5 | EE Nominatif Pj. Wilayah
6 | FF Pj. Wilayah Nominatif
7 | GG Pj. Wilayah PJ. Sarpras
8 | HH PJ. Wilayah Pj. Wilayah
9 | Pj. Bahan Ajar Pj. Wilayah
10 |4 Pj. Wilayah Pj. Bahan Ajar
11 | KK BPP Verifikator
12 | LL Pj. Wilayah Sekretaris
13 | MM Sekretaris BPP
14 | NN PJ. Wilayah ljazah
15 | 00 Pj. Wilayah Veriflkatof
16 | PP Tugas Belajar Pj. Wilayah
17 | QQ Tugas Belajar Pj-Wilayah
18 | RR ICT ICT

Sumber : Unit Instansi ‘X’ (2013)

Melihat contoh tupoksi di atas, wajar jika para pegawai sulit untuk

memprediksi kegiatan-kagiatan apa, yadg akan dilakukan satu tahun mendatang.

Hal ini terjadi karena mereka-tidak tahu pekerjaannya apa untuk periode registrasi

berikutnya dan ditempatkan-di bidang mana. Hal ini sesuai dengan pernyataan

seorang staf berikut ini:

“Sekatang» saya mengerjakan tugas ‘A’ akan tetapi sesuai dengan rapat
kemarin; saya dipindahan oleh pimpinan untuk mengerjakan tugas ‘B’, suatu
kegiatan yang bertolak belakang yang satu mengurusi A, yang satu
mengurusi B, tapi ya saya harus terima.” (Wawancara tanggal 7 Mei 2013)

Formulir F1A tidak bisa terimplementasi dengan baik karena selalu ada

rotasi pekerjaan pegawai sehingga mengakibatkan berubahnya tupoksi masing-

masing pegawai. Namun alasan lain yang lebih utama adalah karena implementor

tidak fleksibel dalam menyikapi masalah yang terjadi dalam implementasi

program. Dengan menjadikan kendala yang terjadi sebagai suatu alasan untuk
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tidak melaksanakan kegiatan yang sebenarnya sangat penting dalam program
tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, dengan alasan tidak disetorkan ke lembaga
pusat instansi ‘X, implementor program menjadi tidak mewajibkan pegawai Unit
Instansi *X’ untuk mengumpulkannya di akhir tahun kegiatan. Apabila ada
pelaporan mengenai kendala program tersebut ke lembaga pusat instansi ‘X’
sebagai pembuat program, mungkin saja akan ada tindakan berupa perbaikan
kebijakan maupun design program, akan tetapi kendala ituc¢hanya berhenti di
tingkat Unit Instansi ‘X’ saja dan tidak ada kontrol dari~Lémbaga Pusat Unit
Instansi ‘X’ sebagai pemilik program. Hal tersebut Sebagaimana terungkap dalam
pernyataan salah seorang informan berikut ini;

“Belum pernah ada yang melakukan audit mengenai program ini ke sini.
Yang saya ketahui, secara kontfol~gard menilai program ini di lembaga
pusat Unit Instansi ‘X’ adalahtdengar menilai laporan-laporan yang masuk
bukan kontrol langsung ketstafi dalam bentuk audit ke Unit Instansi ‘X’
(Wawancara tanggal 28 April 2013).

Selanjutnya, realisasi-pelaksanaan pembuatan formulir F1B, tidak berbeda
jauh dalam pelaksanaannya dengan formulir F1A. Hanya saja formulir ini
terkadang masiidiminta oleh implementor program untuk mengumpulkannya
dengan alasan persyaratan administratif jika sewaktu-waktu diminta pimpinan
atau ada pemeriksaan. Hal tersebut terungkap berdasarkan pernyataan salah
seorang informan sebagai berikut.

“Untuk Formulir F1B kadangkala masih sering saya minta sebagai
dokumentasi”” (Wawancara tanggal 5 Mei 2013).

Apabila F1B hanya sebagai dokumentasi, hal ini berarti tidak ada tindak
lanjut yang diambil oleh atasan langsung ketika formulir F1B tersebut sudah

dibuat oleh para pegawai Unit Instansi “X’. Akibatnya dalam pembuatan formulir
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F1B pegawai hanya copy paste dari teman-teman mereka yang sudah terlebih
dahulu membuat. Hal tersebut seperti terungkap dari pernyataan salah seorang staf
berikut ini:

“Kami diminta mengumpulkan form F1B, tetapi hanya kalau diminta saja,
dan itu tidak rutin setiap bulan, akhirnya yang kami lakukan ya buat copy
paste dari teman, F1B sering tidak dikoreksi sama atasan” (Wawancara
tanggal 5 Mei 2013).

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa formulir F1A dan formulir
F1B dibuat hanya kalau ada tuntutan administratif dan arsip jika sewaktu-waktu
diminta atasan. Kecuali itu, para pegawai dalam membuatnya hanya berdasarkan
copy paste dari rekan kerjanya dikarenakan tidak. adanya pemeriksaan dari
pimpinan sehingga dapat kita bayangkan bagaimana-kualitas dokumen tersebut.
Dari fenomena tersebut maka dapat dikatakan’bahwa formulir F1A dan F1B
hanya dianggap sebagai syarat pelaporan program secara administratif dan arsip,
bukan sebagai alat untuk mengimplermentasikan tujuan program.

Formulir F1B adatah suatu daftar yang berisi realisasi kerja yang dapat
dicapai oleh seorang ~pegawai selama satu bulan yang dibuat dengan
menggunakan “dasar-rencana kerja tahunan F1A. Mengenai bentuk formulir

rencana dan reafisasi kerja Bulanan (F1B) dapat dilihat dalam gambar 5.2 berikut

ini :

Gambar 5.2
Formulir Rencana dan Realisasi Kerja Bulanan (F1B)
FORMULIR RENCANA DAN REALISASI KERJA BULANAN (F1B)
Dari Tanggal : .....cccceeviennne S7[o T 20...

NAMA L

NIP L

UNIT L

Nomor Urut
No Rencana Kerja Rencana Kerja Realisasi Keterangan

Tahunan
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PO NO|OWIN|F-

Menyetujui s 20........
Kepala Unit, Yang Bersangkutan

Sumber : Pedoman Program Instansi ‘X’ tahun 2012

Apabila melihat substansi yang terkandung di.dalam formulir F1B, wajar
jika dalam membuat formulir F1B para pegawai ékhirnya melakukan praktek copy
paste, karena dasar pembuatan formulir FAB yaitu F1A sama sekali tidak pernah
dibuat lagi. Oleh karena hanya merupakan” persyaratan administratif tanpa ada
pemeriksaan lanjutan, maka {idak “/mengherankan jika yang dilakukan para
pegawai terkesan hanyaformalitas saja dalam mengisi formulir tersebut, tanpa
membuat laporan ketja yang rinci. Setelah copy paste format dilakukan, para
pegawai yang“\Jrnayeritas mengerjakan kegiatan menjadi penanggung jawab
wilayah (lihat tabel 5.1) tinggal merubah nama wilayah kerja masing-masing.

Contoh mengenai hal ini dapat dilihat pada gambar 5.3.

Gambar 5.3
Contoh F1B Salah Seorang Pegawai Unit Instansi ‘X’
[ REMNCAMNMNA KERJA DANMN REALISASI KERJA ]
BULANAN (F1B)
DARI TANGGAL 1 s/d 21 MMei 2013
NO RENCANA KERJA REALISASI 1 erepANGAN
(Anonim)
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1 Melayani Pelanggan A&B Terlaksana
2 Menyelesaikan Kasus Pelanggan B Terlaksana
3 Melaksanakan kegiatan A A Selesai
4 Menyiapkan Kelengkapan A A Terlaksana
5 Menyerahkan kelengkapan B B Selesai
6 Melaksanakan Pembuatan E-Kartu B B Terlaksana
7 Menerima Kelengkaparn=-A A Terlaksana
Kepala ©nit Instansi ‘X’ Yang bersangkutan,
AA BB
NIP.2234567890 NIP.1234567890

Sumber : Pegawai Unit Instansi ‘X’

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa pegawai Unit Instansi X’ tidak
terlalu kesulitan dalam mengisi formulir F1B karena bisa dicopy paste. Hal
tersebut dilakukan karena Formulir F1B dibuat tidak berdasarkan format aslinya.
Pegawai memodifikasi sendiri laporan tersebut menjadi lebih mudah untuk
dilaporkan, misalnya kolom realisasi seharusnya diisi dengan kuantitas pekerjaan

yang sudah dapat diselesaikan akan tetapi tidak tercantum di sana. Tindakan ini
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dapat menimbulkan perbedaan data yang diberikan dan realisasinya. Artinya, bisa
saja berdasarkan laporan, pekerjaan tersebut terlaksana tetapi hanya dalam
kuantitas yang kecil. Akibatnya ini akan menimbulkan bias dalam penilaian
kinerja karena yang memberikan penilaian adalah atasan langsung sehingga
penilaiannya menjadi subjektif.

Formulir F1B seharusnya dikumpulkan oleh pegawai pada setiap akhir
bulan sehingga bisa menjadi bahan laporan pegawai atas pelaksanaan kinerja
pegawai tersebut pada bulan bersangkutan, sekaligus dapatedijadikan sebagai
pertimbangan implementor program dalam melaksanakan penilaian Kkinerja
pegawai. Namun pada kenyataannya, formulir tersebut fianya diminta di awal atau
tengah bulan, tergantung dari keinginan impiementor program di Unit Instansi
‘X’. Wajar jika praktek copy paste dalam“pembuatan formulir F1B tersebut
terjadi. Selain itu, terlihat juga ‘bahwa formulir rencana dan realisasi kerja
bulanan F1B yang tidak secara rutin‘dibuat oleh para pegawai di Unit Instansi ‘X’
terkesan menjadi kegidtari=yahg hanya mengugurkan kewajiban pegawai saja,
tanpa ada gunanya bagi peningkatan Kinerja pegawai sebagaimana Yyang
dimaklumatkar-dalam tujuan program.

Ideainya Formulir F1B, digunakan sebagai dasar bagi pimpinan/atasan
langsung dan kepala unit untuk menentukan besarnya nilai kinerja yang akan
diberikan kepada pegawai yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan
selama satu bulan yang lalu. Pada titik ini terlihat bahwa jika F1B, dan F1A tidak
dibuat secara konsisten, bagaimana, dengan apa, serta atas dasar apa atasan
langsung menilai kinerja pegawai. Akhirnya penilaian yang digunakan menjadi

tidak menggunakan dasar/acuan yang konkret dan jelas. Akibatnya praktek
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subjektifitas penilaian menjadi berlaku dan menjadi jawaban akhir penilaian. Hal
tersebut dapat diartikan bahwa penilaian kinerja yang dilakukan dengan tidak
menggunakan dasar penilaian adalah penilaian yang subjektif. Penilaian yang
“nilai” penilaiannya hanya terletak di “ujung pena” atasan langsung ketika
deadline rekapitulasi penilaian kinerja sudah tiba. Fenomena ini seperti yang
dikemukakan oleh salah seorang informan berikut ini:

“Kami tidak bisa secara detil mengamati perilaku satu persatu pegawai
yang menjadi bawahan kami, karena tugas yang kami kerjakan sudah sama
banyaknya dengan tugas bawahan kami, artinya kami tidak punya cukup
waktu mengamati kegiatan mereka secara detail” (Wawancara/tanggal 2 Mei
2013).

Sulitnya para implementor program menilai“sgCara detail kinerja pegawai
yang menjadi bawahannya dikarenakan alasam beban pekerjaan mereka yang
berlebih seharusnya tidak perlu menjadi alasan, apabila implementor program
tersebut konsisten menaati pedoman, pregram yang telah ditetapkan. Inkonsistensi
para implementor dalam mentaati pedoman program tersebut membuat mereka
mengalami kesulitan .daldrmelaksanakan penilaian. Padahal apabila mereka
menerapkan pedeman “program tersebut dengan konsisten, pedoman program
tersebut justru~akan lebih memberikan kemudahan kepada para implementor
untuk melaksanakan penilaian. Dengan mencocokkan antara target rencana kerja
tahunan dan rencana dan realisasi bulanan (FLA dan F1B), maka para
implementor program dapat mengidentifikasi pekerjaan mana yang sedang
dikerjakan pegawai yang menjadi bawahannya pada bulan yang bersangkutan,
berapa jumlah pekerjaan tersebut, berapa lama jangka waktu penyelesaiannya,

serta apakah target penyelesaian pekerjaan tersebut dapat tercapai atau tidak. Oleh
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karena fase ini tidak terimplementasi dengan baik, sehingga muncullah
subjektifitas penilaian.

Kenyataan tersebut tentu saja bertentangan dengan kebijakan umum yang
tercantum dalam pedoman Pemberian honorarium Kinerja yang menyatakan
bahwa:

“Hasil penilaian kinerja harus dapat mencerminkan prestasi yang
sesungguhnya dari pegawai dan hasil penilaian kinerja digunakan untuk
menentukan besaran honorarium kinerja yang diterima oleh pegawai setiap
bulan”

Sumber : Pedoman Pemberian honorarium kinerja Unit Instansi X’

Fase awal implementasi kebijakan umum Program Pembeétian honorarium Kinerja
sudah diawali dengan tidak konsisten. Padahal, takapan awal kegiatan harus
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapKan. Tahap perencanaan ini sudah
dilanggar oleh implementor di lapangan dengan menjadikan kegiatan tersebut
hanya sebagai kegiatan rutinitas dan\melepaskan kewajiban semata.

Ketika penulis mengobasmenelusuri fase awal ketika kebijkan penilaian
kinerja guna dasar Pembérian Honorarium Kinerja Unit Instansi *X’, ternyata
pada fase awal (masa transisi) kebijakan ini diimplementasikan hanya diumumkan
dan diperintahKarpada para unsur pimpinan pada saat rapat kerja di Lembaga
Pusat Unit Instansi ‘X’ saja, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang
informan berikut ini :

“Ketika mulai menerapkan sistem penilaian kinerja kepada pegawai, Pertama
kami tidak langsung melakukan penilaian scara detail seperti peraturan tahun
2012 yang sekarang diterapkan, hanya kalau pekerjaannya sudah dilaksanakan
dianggap sudah boleh mendapatkan nilai kinerja 3, selanjutnya sewaktu rapat
kerja selanjutnya, kebijakan pemberian penilaian kinerja dalam program tersebut
diperbaiki, sosialisasi disampaikan. Selain itu Lembaga Pusat Unit Instansi ‘X’
juga menerbitkan panduan program. Nah melalui dokumen tersebut kami bekerja
memberikan penilaian kinerja kepada pegawai, sedangkan pelatihan dan
pembekalan untuk memberi nilai kinerja secara khusus belum ada.” (Wawancara,
tanggal 29 Agustus 2013)
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Alasan Lembaga Pusat Unit Instansi ‘X’ tidak memberi pelatihan berupa
pembekalan dalam melaksanakan penilaian kinerja program Pemberian
honorarium Kkinerja dikarenakan Lembaga Pusat Unit Instansi ‘X’ telah
menerbitkan panduan program yang berupa petunjuk pelaksanaan program yang
dianggap telah dapat menjadi alat untuk menyampaikan tata cara pelaksanaan
penilaian kinerja yang diimplementasikan dalam program. Padahal yang terjadi di
lapangan, panduan memang dapat memberi petunjuk kerja akan tetapi komitmen
tentang objektifitas penilaian yang harus dilakukan oleh ¢para implementor
terhadap program haruslah sangat ditekankan dan perlu, diberi pembekalan
khusus, sehingga menjadikan mereka dapat mémahami tujuan pencapaian
program secara baik. Akan tetapi dikareriakar belum adanya pembekalan
mengenai komitmen terhadap tujuan..program tersebut menyebabkan rawan
terjadinya inkonsistensi dalam impléméntasi program yang salah satunya telah
diuraikan dalam paparan i atas.” Berbagai praktek inkonsistensi terhadap
pelaksanaan program tersetut-yang akhirnya menyebabkan tahapan implementasi
program selanjutnyaymenjadi sukar untuk diimplementasikan dengan baik.

Selain.itu; Amplementasi program peningkatan kinerja melalui Pemberian
honorarium kKinerja bagi pegawai di Unit Instansi ‘X’ harus tersandung dengan
persoalan kebijakan implementor program di Unit Instansi ‘X’ yang terkadang
kurang realistis. Hal tersebut disebabkan karena sesuai dengan pedoman program,
hasil akhir penilaian berada di tangan pimpinan tertinggi Unit Instansi “X’,
sehingga walaupun penilaian diberikan oleh atasan langsung sudah objektif, hasil
penilaian tersebut bisa saja diubah oleh pimpinan tertinggi Unit Instansi *X’. Hal

tersebut seperti pernyataan salah seorang informan berikut ini:
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“Saya memberikan penilaian kinerja kepada staf bawahan saya itu paling
rendah 32 dan paling tinggi 35, kenapa saya memberikan nilai terendah 32
itu karena alasan belas kasihan, dia telah rajin datang serta terkadang
terdapat faktor lain, dan nilai 32 itu bagi pegawai yang hasil kerjanya agak
kurang dibanding pegawai yang lain. Kemudian bagi pegawai yang agak
lebih baik saya beri nilai kinerja di atasnya, sampai kepada pegawai yang
paling bagus, maka saya beri nilai tertinggi yaitu 35. Pertimbangan saya
memberi nilai kinerja 35 karena menurut saya tidak ada kinerja yang
sempurna). Akan tetapi saya agak kecewa dengan kebijakan atasan saya
yang mulai diberlakukan bahwa nilai kinerja semua staf adalah 35, saya
tidak bisa protes, kalau saya protes maka saya dianggap tidak patuh
melaksanakan tugas dari pimpinan, selain itu penilaian kinerja saya ada di
tangan atasan langsung saya, ya walau kurang setuju tapi saya harus
terima”™ (Wawancara tanggal 10 Mei 2013).

Pedoman program yang penilaian kinerja bersifat top_down seperti ini
memberi kesempatan untuk melaksanakan kebijakan programsecara diktator.
Keputusan atasan sebagai penilai kinerja adalah képutusan tunggal dan mutlak
yang tidak boleh ditentang oleh bawahan karena, ada dspek penting dari penilaian
kinerja, yaitu komitmen kerja yang pointnya-adalah kesediaan melaksanakan
tugas dari pimpinan, apabila menentang gphmpinan maka akan menyebabkan aspek
penilaian kinerja point tersebutymenjadi 0. Bawahan yang menolak bisa dianggap
kurang bersungguh-sungguh melaksanakan tugas dari pimpinan. Keadaan ini
menjadi dilema tersendiri bagi implementor program dalam mempertahankan
objektivitas qenilaiannya. Apalagi tidak adanya kontrol pengawasan program
yang secara-riil menilai pelaksanaan program membuat implementasi Program
Pemberian honorarium kinerja bagi peningkatan pegawai di Unit Instansi ‘X’

berbelok dari tujuan diterapkannya program.

5.1.2. Kepatuhan Implementor dalam Mentaati Rambu Penilaian Kinerja

Sesuai dengan Pedoman Program Pemberian honorarium Kkinerja tahun
2012 disebutkan bahwa untuk dapat menentukan besarnya honorarium kinerja dan

honorarium kegiatan yang diterima pegawai, maka terlebih dahulu diadakan
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penilaian kinerja pegawai yang diukur berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu hasil
kerja, komitmen kerja, dan hubungan kerja. Aspek dari masing-masing dimensi

tersebut adalah sebagai berikut:

e Hasil Kerja (HK) mencakup penilaian mengenai kualitas kerja, kuantitas
kerja, ketepatan waktu penyelesaian Kkerja, dan kesesuaian dengan
prosedur kerja.

e Komitmen Kerja (KK) mencakup penilaian mengenai inisiatif pegawai,
kualitas kehadiran, kontribusi terhadap keberhasilan kerja, dan kesediaan
melaksanakan tugas dari pimpinan.

e Hubungan Kerja (Hb-K) meliputi pénilaian™ mengenai bagaimana
kerjasama yang dilakukan pegawai galampelaksanaan kegiatan pekerjaan,
bagaimana integritas yang dimiliki, pegawai, bagaimana pengendalian diri
pegawai dalam melaksariakan dan menyikapi pekerjaan serta bagaimana

kemampuan menggerakkan dan memberikan inspirasi bagi orang lain.

Selanjutnya ‘dalam melaksanakan penilaian Kkinerja, implementor harus
mematuhi hal=hal yang tertuang di dalam rambu-rambu Penilaian Kinerja (lihat
tabel 4.3).~Memperhatikan rambu-rambu penilaian kinerja tersebut, indikator
penilaian kinerja sudah meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan pegawai untuk
melaksanakan pekerjaan secara ideal, indikator sudah mencakup aspek hasil kerja
yang merupakan unsur utama dalam sebuah pekerjaan. Komitmen Kkerja, yaitu
aspek bagaimana komitmen pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. Aspek
hubungan kerja yang mengandung unsur kerja sama yang menjadi poin penting

kegiatan di dalam sebuah organisasi. Namun, dalam implementasinya, aspek-
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aspek tersebut menjadi terabaikan dan hanya sekedar uraian yang tercantum di
dalam rambu penilaian kinerja yang tersimpan rapi di atas meja para implementor
tanpa pernah digunakan. Oleh karena memiliki load pekerjaan yang tinggi,
implementor beralasan tidak menggunakan rambu penilaian dalam pelaksanaan
penilaian kinerja. Hal tersebut seperti terungkap dalam hasil wawancara dengan
salah seorang informan berikut ini :

“Kan kriteria penilaian kinerja itu ada banyak ya, nah kalau penilaian yang
saya lakukan rata-rata tidak melihat itu, pertama saya nilai dari kreatifitas
Kedua yang saya nilai dari beban kerja dan ketepatan waktu kalau saya sih
menilai dari ketepatan waktu. karena dengan jumlah pegawaiyang hanya 21
dengan mengurusi 30 kegiatan bagi 9000 pelanggan, menusut'saya indikator
ketepatan waktu yang harus bermain..gak peduli dia salaf atau bener, yang
penting dia bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat-waktu” (Wawancara
tanggal 26 Mei 2013).

Senada dengan pendapat diatas, informan yarig4ain juga mengungkapkan sebagai
berikut:

“Kendala saya dalam membeti penilaian sering kali pertimbangan saya
kurang pas, ini disebabkan“karena saya juga mempunyai pekerjaan yang
loadnya sama denganyangudinilai, kadang-kadang kita tidak sempat menilai
secara njlimet karena pekerjaan kita hampir sama bebannya dengan staf,jd
gak bisa detil dalam/memiperhatikan tingkah laku staf”” (wawancara tanggal
26 Mei 2013).

Alasan ‘tidak“dipatuhinya rambu penilaian kinerja yang dilakukan oleh
salah seorang implementor program tersebut dalam memberikan penilaian kinerja
kepada bawahannya dikarenakan beban kerja staf yang tinggi (hanya dengan 21
orang pegawai, harus mengurus hampir 10.000 pelanggan) sehingga implementor
program harus memprioritaskan penilaian dengan memunculkan indikator
kreativitas dan ketepatan waktu sebagai indikator baru dalam melaksanakan
penilaian kinerja pegawai yang menjadi bawahannya. Sedangkan implementor
program yang lain lebih mengutamakan unsur pertimbangan-pertimbangan lain

yang akhirnya sangat berisiko terhadap unsur subjektifitas penilaian sehingga
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memungkinkan adanya berbagai bias penilaian. Adapun penyebab bias penilaian
dapat terjadi seperti diuraikan oleh T.V. Rao (1992: 73), yaitu:

1. Hallo effect, terjadi karena penilai menyukai atau tidak menyukai sifat
pegawai yang dinilainya (like and dislike). Oleh karena itu cenderung
akan memperoleh nilai positif pada aspek semua penilaian bagi
pegawai yang disukai dan sebaliknya pegawai akan mendapat nilai
negatif bila ia tidak disukai.

2. Liniency and Severity Effect, Liniency Effect adalah-penilai cenderung
beranggapan bahwa mereka harus berlaku baik, térhadap karyawan,
sehingga mereka cenderung memberi harkat(nHai) yang baik terhadap
semua aspek penilaian. Sedangkans Severity Effect adalah penilai
cenderung mempunyai falsafah “dan pandangan yang sebaliknya
terhadap karyawan sehingga-akan menghasilkan nilai yang buruk.

3. Central Tendency; yaitu-penilai tidak ingin menilai terlalu tinggi dan
juga terlalu“refidah kepada bawahannya (selalu berada di tengah-
tengah). "AKibat toleransi penilai yang terlalu berlebihan tersebut
sehiinggd cenderung menilai sebagian besar dengan nilai yang rata-rata.

4. Assimilation and differential effect. Assimilation effect adalah penilai
cenderung menyukai karyawan yang memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat
seperti mereka sehingga akan memberikan nilai yang baik
dibandingkan dengan karyawan yang tidak memiliki kesamaan sifat
dan ciri-ciri dengannya. Sedangkan differential effect adalah penilai
cenderung menyukai karyawan yang memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri

yang tidak ada pada dirinya, tetapi sifat-sifat itulah yang mereka
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inginkan, sehingga penilai akan memberinya nilai yang lebih baik
dibanding yang lainnya.

5. First Impression Error, yaitu penilai yang mengambil kesimpulan
tentang karyawan berdasarkan kontak pertama mereka dan cenderung
akan membawa kesan-kesan ini dalam penilaiannya hingga jangka
waktu yang lama.

6. Recency Effect, Penilai cenderung memberikan nilai atasdasar perilaku
yang baru saja mereka saksikan, dan melupakan @erilaku yang lalu
selama suatu jangka waktu tertentu.

Akhirnya berbagai bias penilaian tersebut dapdt mengakibatkan program
penilaian kinerja menjadi kurang efektif. Berbagai“bias penilaian yang terjadi
dalam proses penilaian kinerja pegawai, dalam implementasi program pemberian
honorarium kinerja bagi peningkatan kinerja pegawai di Unit Instansi “X’, adapun
bias-bias tersebut adalah sebagaiberikut:

1. Bias Dalam Menilai-Hasil Kerja

Indikator.hasil ‘kerja merupakan indikator awal untuk menilai hasil dari
pekerjaan yang-ailakukan oleh pegawai Unit Instansi “X’ pada kurun waktu satu
bulan. IndikKator tersebut meliputi kualitas kerja, kuantitas kerja dan ketepatan
waktu penyelesaian pekerjaan. Memperhatikan indikator serta rambu penilaian
Kinerja yang terdapat dalam pedoman program, maka dengan adanya program
Pemberian honorarium kinerja bagi pegawaidi Unit Instansi ‘X’ seharusnya
kinerja pegawai akan meningkat. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian,
sebaliknya mengalami penurunan. Buktinya terlihat dari menurunnya jumlah

pelanggan dalam setiap periode registrasi pelanggan, mengenai data jumlah
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pelanggan Unit Instansi ‘X’ yang melakukan registrasi dapat dilihat dalam gambar

berikut :
Grafik 5.1

Jumlah Pelanggan Unit Instansi ‘X’ pada Periode 2011.1 s/d 2013.1
12000
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Sumber Lembaga Pusat Unit Instansi ‘X’ (2013)

Berdasarkan grafik tersebut jumlah pelanggan” Unit Instansi ‘X’ yang
melakukan pendaftaran pada periode 20141 Sagmpai dengan 2013.1 cenderung
mengalami penurunan. Artinya pregram” peningkatan kinerja yang telah
ditetapkan, belum secara signifikan’ dapat mempengaruhi penambahan jumlah
pelanggan. Salah satu fakterpenyebab turunnya jumlah pelanggan dari periode ke
periode registrasi disebabkan karena buruknya pelayanan yang diterima oleh salah
seorang stakeholders” yang merupakan perpanjangan tangan pelaksana Unit
Instansi “X’ di-daerah. Stakeholders tersebut menyatakan keengganannya untuk
merayu calon pelanggan baru untuk masuk ke Unit Instansi “X’. Hal ini terjadi
karena pelayanan yang diterima ketika berurusan di Unit Instansi ‘X’ cenderung
berbelit-belit dan dipersulit oleh pegawai di Unit Instansi “X’. Adapun penjelasan
mengenai hal tersebut seperti tergambar dalam petikan wawancara berikut:

“Sekarang ini malas saya naik turun gunung mencari pelanggan lagi yang
biasanya banyak di kaki  bukit dan pelosok daerah. Malas saya
mengurusnya, karena pegawai tidak bisa menghormati kami, padahal jauh-
jauh kami datang dari kampung mau mengurus administrasi pelanggan,
yang ada kami tidak dilayani dengan baik dan diberi muka judes, rasanya
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malas saya bekerjasama dengan Unit Instansi ‘X’ kalau diperlakukan seperti
ini.”” (Wawancara, tanggal 19 Maret 2013).

Selain hasil kerja riil yang meliputi penurunan jumlah pelanggan, hasil
kerja pelayanan kepada pelangganpun juga cenderung dapat dikatakan masih
belum baik. Hal ini penulis temukan dari hasil observasi lapangan pada saat
penelitian ini dilakukan. Mengenai keluhan tersebut dapat dilihat pada pernyataan
berikut :

“Nilai saya tidak keluar, saya tidak mengetahui penyebabnya apa, oleh karena
itu saya berusaha mencari tahu ke kantor Unit Instansi ‘X’, akan tetapi yang
saya terima bukannya keterangan penyebab nilai saya tidak Keluar atau solusi
supaya nilai saya bisa keluar, malah pegawai yang saya-tanya itu bilang tidak
tahu dan terkesan enggan mencari tahu. Dia menyarankan Kami untuk bertanya
langsung ke Lembaga Pusat Unit Instansi ‘X’. Padahal.kami sudah datang jauh-
jauh dari daerah, ini nanti malam kami baru-bisa sampai di rumah dan kami

tidak mendapat hasil, kami kecewa™ (Wawancara dengan pelanggan tanggal 30

April 2013).

Sikap pegawai dalam melayani“pelanggan cenderung kurang responsif,
padahal tugas Instans ‘X’ adalah,memberikan pelayanan di tingkat daerah, atau
menjadi fasilitator antara<Lémbdga Pusat Unit Instansi ‘X’ dengan pelanggan,
sehingga pelanggan ‘tidak perlu terlalu jauh berhubungan. Cukup melalui Unit
Instansi “X’ makakeluhan dan pelayanan yang diharapkan akan dapat terpenuhi.

Fenomeria-fenomena di atas muncul sebagai akibat penilaian kinerja yang
dilakukan oleh implementor cenderung belum didasarkan pada pedoman yang
ada. Dengan alasan rasa kasihan implementor cenderung “royal” dalam memberi
nilai kinerja kepada bawahan yang mereka nilai, hal tersebut seperti diakui oleh
informan di Unit Instansi ‘X’ yang mengungkapkan alasannya mengapa memberi

nilai subjektif ketika melakukan penilaian kinerja pegawai yang menjadi

bawahannya dalam petikan wawancara berikut :
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“Kelemahan saya menilai itu ada di subjektifitas, jumlah pekerjaan yang
overload, tenaga kerja sedikit, pegawai sudah datang pagi, pulang malam
dll, nah disitu rasa kasihan itu bermain sehingga kita tidak lihat aspek
lainnya dan akhirnya kita berikan saja nilai yang tinggi tadi”” (Wawancara
tanggal 26 April 2013).

Berdasarkan pernyataan tersebut, unsur kasihan yang menjadi alasan mengapa
subjektifitas dalam memberikan penilaian terjadi disebabkan karena beban kerja
pegawai yang terlalu tinggi seperti terurai dalam petikan wawancara dengan salah
seorang informan berikut ini :

“Banyak sekali kerja kita, memang perbandingannya staf kita Cuma 21
harus menangani hampirl0.000 pelanggan” (Wawancara\tanggal 7 Mei
2013).

Berdasarkan hasil observasi, persoalan kelebihan~load’ pekerjaan, terjadi hanya
pada waktu-waktu tertentu saja. Namuh/ karena implementor memberi
kelonggaran, sehingga penilaian kinerja_menjadi subyektif. Akibatnya pegawai
menjadi kurang kreatif dalam mengatur-waktu kerja, pemanfaatan waktu bekerja
menjadi kurang optimal, misalnya‘masa-masa tertentu pegawai bisa bekerja dari
pagi hingga malam, tetapi.dihari-hari biasa pegawai datang bisa datang siang dan
pulang agak cepat.karéna tidak dideadline oleh pekerjaan. Apabila penilaian
kinerja dilakukan“secara ketat dan objektif maka pegawai akan dapat mengisi
kegiatan-kegiatan yang dapat lebih menunjang pekerjaannya.
2. Bias dalam Penilaian Aspek Hubungan Kerja

Realisasi program terhadap meningkatnya kinerja pegawai pada aspek
hubungan kerja pegawai juga menjadi salah satu persoalan krusial. Dengan
adanya indikator penilaian program yang belum digunakan secara baik pada saat
implementor melaksanakan penilaian kinerja, menjadikan aspek hubungan kerja

yang terjadi di Unit Instansi ‘X’ menjadi tidak terjalin dengan baik. Berdasarkan
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observasi serta wawancara yang penulis lakukan faktor kurang harmonisnya kerja
sama antar pegawai disebabkan karena adanya kecemburuan pendapatan, yaitu
mengenai besar kecilnya honorarium kinerja dan honorarium kegiatan yang
diterima masing-masing pegawai.

Besar kecilnya honorarium kinerja dan honorarium kegiatan maksimal
ditentukan oleh Lembaga Pusat Unit Instansi ‘X’ seperti yang diuraikan oleh salah
seorang informan dalam petikan wawancara berikut ini :

*“Kalau jumlah honorarium kinerja kita menerima data itu langsung kiriman

dari Lembaga Pusat Unit Instansi ‘X’, tugas kita disini thanya menghitung

jumlah honorarium yang disesuaikan dengan perolehan /nilai kinerja

masing-masing pegawai”’ (Wawancara tanggal 28 Mei 2013).

Kenyataan tersebut ternyata justru mepimulkan kecemburuan kerja antar
pegawai karena program belum terimplernentasi dengan baik. Adapun data
mengenai honorarium kinerja dan henordrium kegiatan maksimal sesuai dengan
yang telah ditetapkan oleh Lémbaga Pusat Unit Instansi ‘X’ dapat dilihat pada
gambar 1.1. Berdasarkah /data tersebut terlihat bahwa masing-masing pegawai
jelas menerima nomind!” yang terbuka dan transparan berdasarkan pangkat,
jabatan, golangan, tingkat pendidikan, dan masa kerja, sesuai dengan beban tugas
masing-masing pegawai. Sebagai contoh pimpinan tertinggi Unit Instansi ‘X’
yang memiliki tanggung jawab pekerjaan paling tinggi di Unit Instansi ‘X’ terlihat
memiliki honorarium maksimal tertinggi diantara para pegawai yang ada.
Selanjutnya diikuti oleh bawahannya. Akan tetapi karena program tersebut belum
dapat terimplementasi dengan baik, maka terjadilah kecemburuan-kecemburuan
dalam hal pendapatan. Mengenai contoh besarnya honorarium Kkinerja dan

honorarium kegiatan yang diterima oleh masing-masing pegawai dapat dilihat

dalam tabel 5.2 berikut ini.
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Penghitungan Pemberian honorarium kinerja

Tabel 5.2

di Unit Instansi ‘X’ Bulan ‘A’ 2013

NO. NAMA NILAI TOTAL
(Anonim) KINERJA HONORARIUM
1 | AA 35 21.171.052
2 | BB 35 9.526.638
3 | cC 35 9.097.268
4 | DD 35 8.019.372
5 | EE 35 5.957.503
6 | FF 35 6.494.215
7 | GG 35 5.957.503
8 | HH 35 5.313.449
9 [ X
10 |3 \
11 | KK 35 4,669:394
12 | LL 35 4.669.394
13 | MM 35 5.850.161
14 | NN 3% 4.347.367
15 | 00 35 4.240.025
16 | PP 35 4.347.367
17 | QQ 35 3.220.272
18 | RR 35 3.220272
19 | SS 35 3.220.272
20 | TT 35 3.220.272
21 | UU 35 3.220272
22 4 W 35 3.220.272

Sumber : Unit Instansi* X’
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Besar kecilnya honorarium yang ditetapkan oleh Lembaga Pusat Instansi

‘X’ sudah melalui berbagai pertimbangan yang dirasa adil, namun implementasi

program yang belum adil dengan memberikan nilai kinerja yang sama pada saat

penelitian ini dilakukan, yang terjadi di dalam implementasi program ini justru

menimbulkan banyak persoalan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara

penulis persoalan-persoalan tersebut adalah sebagai berikut:
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1. Atasan dapat nilai kinerja tinggi hanya dari laporan-laporan yang masuk ke
Lembaga Pusat Unit Instansi “X’, akan tetapi perilaku atasan yang dinilai
‘kurang’ oleh pegawai dan pelanggan tidak dapat dinilai oleh pegawai.

Gambaran mengenai kinerja atasan yang dinilai ‘kurang’ oleh pegawai yang

menjadi bawahannya di Unit Instansi ‘X’ terlihat dari pernyataan salah seorang

informan berikut ini :

“Kalau untuk urusan surat A kadangkala saya kasihan sama pelanggan
sudah datang jauh-jauh, tapi surat A yang diperbolehkan maksimal 2
lembar dalam 1 hari, selanjutnya kalau untuk menandatangani surat
keterangan pelanggan, kalau mau minta sama atasan geK ‘fahu kapan
selesainya, makanya saya sering meminta tanda tangan-suiat keterangan
sama atasan lain, walaupun atasan tersebut ada di kKantor” (Wawancara,
tanggal 29 April 2013).

2. Terjadinya kecemburuan pendapatan antar pggawai, terutama bagi mereka
yang merasa mempunyai honorarium kinerja’dan kegiatan lebih rendah akan
tetapi memiliki beban kerjan yang samabahkan lebih berat, misalnya :

a. Honorarium yang diteritna‘salah seorang pegawai di Unit Instansi ‘X’ jauh
lebih tinggi daripatla -honhorarium yang diterima oleh salah seorang staf
yang dipercayd dan dianggap mampu mengerjakan pekerjaan lain yang
lebih__berat ~di Unit Instansi ‘X’. Hal tersebut jadi menimbulkan
keeemburuan antar pegawai.

b. Honorarium salah seorang pegawai baru karena dianggap belum
berpengalaman, tapi karena tamatan sarjana menjadi berpangkat golongan
3 dan staf lainnya karena tamat SMA hanya berpangkat golongan 2.
Mereka mempunyai beban kerja sama, yaitu sama bidang tugasnya dengan
jumlah pelanggan yang hampir sama juga. Hal tersebut tentu saja

menimbulkan kecemburuan kerja dan kecemburuan pendapatan antara
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mereka. Adapun data mengenai tugas dan jumlah beban pekerjaannya

seperti terlihat dalam tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.3
Contoh Pembagian Tugas di Unit Instansi ‘X’
Penanggung Jawab (mgm:‘) A B C Jumlah
[
1 28 28
2 64 64
3 31 28 59
4 44 58 102
5 94 94
AA I
1 20 26 46
2 a2 107 199
67 67
1l
1 31 29 60
2 29 29
Jumlah Pelanggan 748
1\
1 646 646
BB 2 30 30
3
4 48 48
Jumlah Pelanggan 724
v
1 26 26
2 31 31
3 26 26
VI
4 45 45
cC 5 58 97 155
35 27 62
28 32 60
VI
1 125 29 154
2 43 43
VI
1 64 73 137
Jumlah Pelanggan 739
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IX
1 28 50 78
2 58 36 94
3 198 43 88 329
DD 4 33 33
X
1 71 | 25 | 37 133
X
1 | | 78 78
Jumlah Pelanggan 745
Xl
1 189 148 337
2 51 51
EE 3 64 66 130
Xl
1 83 | | 83
XIV
1 22 ) 32 | 54
Jumlah Pelanggan 655
XV
1 131 131
2 89 89
3 46 46
4 123 57 180
FF 5 61 61
6 62 62
7 77 77
8 32 41 73
XVI
1 24 24
Jumlah Pelanggan 743
XVII
1 137 79 216
2 169 26 107 302
3 36 36
GG 4 73 73
5 20 20
XVl
1 37 37
2 23 23
3 29 29
Jumlah Pelanggan 736
HH XIX

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




13/41026

1 105 257 24| 386
XX
1 81 81
2 44 44
3 80 80
4 101 101
5 76 76
Jumlah Pelanggan 768
XX
I 1 29 25 54
92 35 127
Jumlah Pelanggan 181
XX
1 38 38
2 58 33 01
3 51 127 178
1 XXl
1 | a5 21 | | ars
XXIV
1 L 182 | 30 | |
XXV
1 | 48 | | 48
Jumlah Pelanggan 742

Sumber : Unit Instansi “X’, 2013

Berdasarkan ildstrasi”~di atas, terlihat pegawai di Unit Instansi ‘X’
mempunyai beban pekerjaan yang hampir sama kuantitasnya, tetapi honorarium
maksimal berbeda‘dengan mendapat nilai kinerja yang kualitasnya sama. Hal ini
tentu sajas.menimbulkan kecemburuan bagi pegawai golongan rendah yang
memiliki honorarium Kinerja dan kegiatan lebih rendah (lihat tabel 5.2) akan
tetapi merasa berkinerja lebih.

Apabila mengikuti rambu penilaian, pedoman program Pemberian
honorarium kinerja diarahkan untuk mencapai tujuan program, kompetensi
pegawai diletakkan sebagaimana mestinya dan diberi honorarium yang seimbang
agar mereka bekerja produktif akan tetapi ini tidak terjadi di Unit Instansi “X’.

Semua tugas disamaratakan, tidak peduli pegawai golongan 2 ataupun pegawai
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golongan 3, yang keduanya mempunyai kompetensi berbeda tetapi diletakkan
pada tugas yang sama, hal tersebut tentunya menimbulkan kecemburuan
pekerjaan dan kecemburuan pendapatan, karena jumlah honorarium kinerja dan
kegiatan maksimal yang diterima berbeda-beda sesuai dengan Kriteria-kriteria
yang telah dijabarkan di atas menambah kurang efektifnya program tersebut
karena menimbulkan konflik yang ditandai dengan kecemburuan beban pekerjaan
dan kecemburuan pendapatan.

Memperhatikan permasalahan di atas, jika programedievaluasi dengan
baik maka kecemburuan pendapatan yang berakibat pada. Kecemburuan kerja
tersebut tidak perlu terjadi karena pembagian tupeksipekerjaan disesuaikan
dengan kompetensi masing-masing pegawai. Namun karena implementasi di
lapangan bermasalah, akibatnya tidak ada kerjasama tim. sebagai contoh dari hasil
observasi, penulis dapati berikut ini

“ Pegawai A, menerima henorarium kinerja lebih tinggi daripada kita jadi
malas saya membantunya) ini sudah kerjaannya dia” (Observasi tanggal 3
Mei 2013).

Pernyataan tersebdt memperlihatkan bahwa unsur tolong menolong dan
kerja sama tim=betum terlihat dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan di Unit
Instansi ‘X>{“padahal unsur penilaian kinerja yang terdapat dalam Program
Pemberian honorarium kinerja bagi peningkatan kinerja pegawai di Unit Instansi
‘X’ salah satu tujuannya menekankan supaya dalam melaksanakan pekerjaan
pegawai selalu bekerjasama supaya kinerja Unit Instansi ‘X’ akan dapat
diwujudkan secara maksimal sesuai dengan visi dan misi organisasi.

5.2. Rangkuman Kesimpulan Hasil Analisis
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan hal-hal seperti tergambar
dalam tabel 5. 4 berikut :

Tabel 5.4
Kesimpulan Hasil Analisis Implementasi

Kesesuaian antara realisasi Belum konsisten dalam implementasi penerapan Formulir
program dengan pedoman Rencana Kerja Tahunan (F1A) dan Formulir Rencana dan
Program Realisasi Kerja Bulanan (F1B) dengan Pedoman Program

Ketidakpatuhan implementor dalam mengimplementasikan
pedoman program :

1. Subjektivitas dalam penilaian kinerja

2. Bias Dalam Menilai Hasil Kerja,&Hebungan Kerja

Sumber : Analisis Data

Berdasarkan tabel di atas di atag; impiementasi program Pemberian
honorarium kinerja di Unit Instansi “X7 belum dilaksanakan berdasarkan pedoman
yang ada. Dalam realisasinya térjadi inkonsistensi implementasi program serta
ditambah dengan belum Cpatuhnya implementor dalam mentaati pedoman
penilaian kinerja yang terdapat di dalam pedoman program, sehingga bisa
disimpulkan batwa-program Pemberian honorarium kinerja di Unit Instansi ‘X’
belum dapat'diimplementasikan dengan baik.

Tahap awal implementasi program yaitu penerapan F1A dan F1B sebagai
dasar untuk menilai kinerja pegawai belum terlaksana dengan baik. Kalaupun
dibuat hanya untuk formalitas saja, sehingga tahap selanjutnya yaitu penilaian
kinerja pegawai menjadi subjektif karena tidak memiliki dasar yang jelas. Selain
itu alasan belas kasihan menjadikan alasan bagi implementor untuk tidak
mengikuti aturan indikator penilaian kinerja yang terdapat di dalam rambu

penilaian Kkinerja secara patuh. Akibatnya banyak nilai kinerja pegawai yang
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belum mencerminkan kualitas kinerja pegawai yang sebenarnya (bias). Ditambah
dengan belum adanya pengawasan, pemeriksaan, audit dan teguran dari Lembaga
Pusat Unit Instansi ‘X’. Akhirnya dapat dikatakan bahwa kegiatan penilaian
kinerja yang dilakukan di Unit Instansi ‘X’ hanya dilakukan secara formalitas
(gugur kewajiban) untuk memenuhi tuntutan administrasi pelaporan ke Lembaga
Pusat Unit Instansi X’ tanpa memperhatikan apakah tujuan program yaitu

meningkatkan kinerja pegawai di Unit Instansi ‘X’ sudah tercapai atau belum.
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BAB VI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI
PROGRAM PEMBERIAN HONORARIUM KINERJA
DI UNIT INSTANSI ‘X* & PP 46 TAHUN 2011
SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF

Setelah menguraikan hasil penelitian yang menggambarkan proses
implementasi Program Pemberian honorarium kinerja yang terjadi di Unit Instansi
‘X’, maka dalam pembahasan ini akan diidentifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi Program Pemberian honofaridm~ kinerja bagi
pegawai di Unit Instansi *X’. Tidak semua faktor diielaskan; hanya faktor yang
paling berpengaruh terhadap implementasi program/tersebut yang akan dibahas.

Berdasarkan data primer dan pembahasdn pada bab sebelumnya, terlihat
bahwa program peningkatan kinerja melaiui-pemberian honorarium kinerja belum
dapat diimplementasikan secdra, baik di Unit Instansi ‘X’. Hal tersebut
ditunjukkan dari hasil analisis di“atas yang menyatakan bahwa kesesuaian antara
implementasi prograpi ,dengan pedoman program masih jauh dari yang
diharapkan. kmplementasi yang terjadi sepenuhnya belum dilaksanakan
berdasarkan jpedoman yang ada, sehingga mengakibatkan kinerja pegawai
cenderung sulit mengalami peningkatan. Sulitnya peningkatan kinerja pegawai
yang justru terjadi disebabkan karena praktik implementasi program yang belum
sesuai dangan pedoman program ini antara lain disebabkan karena:

6.1. Lemahnya Disposisi (Komitmen) Implementor Program

Untuk mengimplementasikan sebuah program, faktor komitmen pemimpin
dalam sebuah organisasi adalah sesuatu yang penting untuk diperhatikan, karena

pemimpin merupakan sosok kunci keberhasilan organisasi. Begitu juga untuk
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mengimplementasikan Program Pemberian honorarium kinerja bagi peningkataan
kinerja pegawai di Unit Instansi *X’. Dalam program yang kegiatan pokoknya
melaksanakan penilaian kinerja tersebut dapat dikatakan bahwa kepala Unit
Instansi ‘X’ merupakan unsur penentu keberhasilan program karena sesuai dengan
pedoman program, penilaian kinerja bagi seluruh pegawai di Unit Instansi ‘X’
dilakukan oleh kepala Unit Instansi “X’ dengan meminta pertimbangan dari atasan
langsung pegawai.

Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk. mempengaruhi,
memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan, Kontribusinya demi
efektivitas dan keberhasilan organisasi. Dengan dépiikian, maka tindakan dari
pemimpin akan memberikan pengaruh positif- pada perilaku karyawan. Oleh
karena itu kepala Unit Instansi ‘X’ sebagai”pemimpin di Unit Instansi ‘X’
diharapkan dapat berperan menjagarkonsistensi pelaksanaan program tersebut
agar bisa berjalan sesuai dengan pedoman yang ada. Akan tetapi berdasarkan
observasi, dan data sektinder, dalam mengimplementasikan program peningkatan
kinerja melalui Pemberian honorarium kinerja di Unit Instansi ‘X’ terlihat bahwa
penilaian kinerjayang dilakukan belum mengarah pada visi organisasi yang salah
satu intinyaadalah menjadi sebuah instansi yang berkualitas.

Mencermati visi Unit Instansi ‘X’ tersebut, apabila dikaitkan dengan
implementasi program peningkatan kinerja pegawai, maka timbul sebuah
pertanyaan, bagaimana menjadikan Unit Instansi ‘X’ menjadi sebuah institusi
yang berkualitas jika kinerja para pegawainya masih belum optimal? Idealnya
program pemberian honorarium Kinerja guna meningkatkan kinerja pegawai di

Unit Instansi X’ dibuat supaya pegawai dapat lebih produktif dalam bekerja

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41026

sehingga akan lebih mudah mencapai visi yang telah ditetapkan, akan tetapi
dengan terjadinya proses implementasi yang telah dijabarkan pada bab terdahulu
menjadikan visi tersebut suit diwujudkan. Hal ini disebabkan kurangnya
komitmen pemimpin sebagai implementor program di Unit Instansi “X’.
Berdasarkan observasi, wawancara, serta dokumentasi yang diperoleh
pada saat melakukan penelitian ini bentuk kurang komitmennya pemimpin

terhadap implementasi program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nilai Kinerja Pegawai Unit Instansi ‘X’ Tidak Bolely’ Melebihi Nilai
Kinerja Kepala Unit Instansi ‘X’

Permasalahan yang timbul dalam proses penilaiarikinefja program ini adalah
nilai kinerja seorang bawahan tidak boleh melebifiinilai kinerja atasan. Nilai
kinerja pegawai tidak boleh lebih tinggi dari nvai kinerja para koordinator dan
nilai Kinerja koordinator tidak boleh_lebir'tinggi dari nilai kinerja Kepala Unit
Instansi “X’. Adanya hierarki«penilaran ini seperti yang diungkapkan oleh salah
seorang informan berikut'ini :

“Dalam menerapkan penilaian kinerja, atasan sebelumnya menerapkan
aturan bafiwa) nilai kinerja bawahan tidak boleh melebihi nilai kinerja
pimpipany misalnya kalau nilai kinerja yang di dapat pimpinan 34, maka
semua, Stafnilai kinerjanya tidak boleh melebihi 34, walaupun staf tersebut
sudah/bekerja secara maksimal dan kinerjanyapun juga sudah dikatakan
maksimal tidak akan pernah mendapat nilai 35 atau 36 kalau nilai kinerja
yang didapat pimpinan adalah 34 (Wawancara, tanggal 25 April 2013).

Berdasarkan pernyataan di atas, bisa dibayangkan bagaimana dampak
psikologis terhadap proses penilaian tersebut. Pegawai yang sudah menyajikan
kinerja terbaik dan berharap akan memperoleh penghargaan yang tinggi dalam
bentuk nilai kinerja maksimal akan kecewa karena nilai kinerja atasannya rendah.

Melihat kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa yang terjadi adalah manipulasi
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score dan tidak memotivasi serta kurang bisa memberikan kontribusi yang nyata
terhadap perbaikan kinerja pegawai di Unit Instansi “X’. Namun ketika hal
tersebut dikonfirmasi, salah seorang informan menyatakan alasannya mengapa
kebijakan itu menjadi diberlakukan:

“Sebesar apapun pekerjaan kita kalau nilai kinerja atasan kita 33 ya kita
tidak bisa lebih dari 33, jadi artinya kalau rodanya cepat berputar sehingga
Unit Instansi ‘X’ mendapatkan nilai kinerja tinggi, kinerja staf juga akan
ikut tinggi” (Wawancara tanggal 25 Mei 2013).

2. Memberi Nilai Sama Rata bagi Semua Pegawai sehingga Tidak Terlihat
Pegawai yang Rajin dan Pegawai yang Malas

Kebijakan memberi nilai kinerja sama rata ini terjadi-pada bulan Januari
2013, dan ketika penelitian ini dilakukan kebijakan., yang cenderung kurang
rasional inipun sedang diterapkan oleh implementér program di Unit Instansi ‘X’
untuk mengimplementasikan program peningkatan Kkinerja pegawai. Kebijakan
tersebut dilakukan dengan memberi.nilai-kinerja sama semua bagi seluruh staf
yaitu “35”, sebagai nilai kinerja,yangberkategori baik.

Jika kebijakan meémberi‘nilai bawahan harus lebih rendah dari nilai atasan
dianggap merugikar,Zbawahan, kebijakan ini justru dianggap dapat
menguntungkan pegawai-pegawai yang memang memiliki kecenderungan malas
bekerja jika.tidak diawasi, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan
berikut ini :

“Nah kalau pimpinan yang sekarang enak, nilai kinerja kita maksimal terus,
yaitu 35 jadi kita senang dalam bekerja, tidak diawasi lagi ... yang penting
kan pekerjaan kita selesai”” (Wawancara 4 Mei 3 Mei 2013).

Kebijakan yang menyamaratakan penilaian kinerja seluruh pegawai justru
dapat merugikan kinerja organisasi, karena kebijakan tersebut menjadi tidak dapat

membedakan mana pegawai yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan mana
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pegawai yang bekerja santai. Kebijakan tersebut memberikan peluang pegawai
yang memang malas bekerja menjadi semakin malas karena cenderung tidak
diawasi dengan penilaian kinerja, akibatnya akan berdampak terhadap kinerja
organisasi.

Dasar diambilnya kebijakan tersebut dikarenakan alasan *“kasihan” kepada
pegawai yang sudah menyelesaikan beban pekerjaan yang berat seperti ungkapan
informan berikut ini:

“Menurut saya ini kebijakan motivasi (reward and punishment), akan tetapi
pada implementasinya sulit terlaksana karena dipandang” beban kerja
pegawai terlalu berat sehingga memunculkan rasa=kasihan dalam
memberikan penilaian kinerja” (Wawancara tanggah25 April 2013).

Dengan menyebutkan alasan kasihan kepada pegawais sebenarnya implementor
program juga merasa kurang setuju terhiddap” kebijakan tersebut dengan

mengungkapkan pernyataan sebagai berikut :

“Sebetulnya memberikan jilaitkasihan tidak mendidik orang untuk berkinerja
bagus. Kinerja bisa diharapkan efektif akan tetapi pemberian sulit efektif,
menjadi tidak real, karepa-ada unsur kasihan, premanisme, dan kebijakan
pimpinan. PremaniSme~ini dalam bentuk mengancam implementor program
ketika memberikanvailarkinerja rendah kepada pegawai bawahannya dan hal ini
terjadi padaimpglementor program sebelum saya. Kalau nilai kinerja dikecilin
dia akan ngamuk-gak mau kerja, nah disini saya kira peranan pemimpin harus
kuat dan, tegas-dalam menerapkan program ini”> (Wawancara tanggal 25 April
2013):

Senadd dengan pernyataan tersebut, informan lain juga turut menyatakan
kekurangsetujuannya dengan kebijakan tersebut dengan mengungkapkan

pernyataan sebagai berikut :

“Dengan kebijakan nilai kinerja sama semua yaitu 35 ini tidak bisa
mengukur Kinerja seseorang pegawai, mana yg baik dan mana yg buruk,
kinerja itu harus ada pembanding, nah ini sama semua jadi nya gak ada
pembanding, jadi tidak bisa menjadi reward and punishment. Kita mau
menerapkan yang bagus, memberi nilai kinerja tinggi kepada pegawai
yang berkinerja bagus dan memberi nilai kinerja rendah kepada pegawai
yang berkinerja jelek, akan tetapi kebijakan atasan memfinalkan bahwa
nilai kinerja harus sama rata semua 35, ya kita tidak bisa bilang apa-apa
lagi karena ini perintah pimpinan. Kalau saya menilai pegawai disini gak
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mungkin bisa rata mencapai nilai kinerja 35 semua, akan tetapi menurut
pertimbangan atasan ini dalam rangka menjaga kesetabilan kinerja, ya
saya tidak bisa berbuat apa-apa.” (Wawancara tanggal 25 April 2013).

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terungkap di atas, seharusnya
apabila komitmen (disposisi) pemimpin dalam mengimplementasikan program
tersebut kuat, maka program tersebut akan dapat meningkatkan kinerja pegawai.
Namun ketika komitmen pemimpin dalam mengimplementasikan program belum
sesuai dengan tujuan program, maka yang terjadi justru dapat melemahkan kinerja
pegawai dengan menjadikan pegawai menjadi malas bekerja dan tidak ada kerja

sama karena pemimpin belum dapat menjalankan fungsinyagebagai pemimpin.

6.2. Kelemahan SOP (Standard Operating Procedur) Program serta
Penerapannya yang Kurang Optimal

Tindakan implementor dalam maiengimplementasikan Program Pemberian
honorarium Kinerja bagi peningkatéankinerja pegawai di Unit Instansi ‘X’
dilakukan berdasarkan pedoman yang tertuang di dalam Pedoman Penilaian
Kinerja serta pemberidn fionararium Kinerja Pegawai 2012 yang merupakan SOP
dalam program tersebut. Namun, berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap
SOP programtersebut ternyata ditemukan kelemahan-kelemahan program yang
justru menyebabkan praktik penyimpangan dalam implementasi program. Adapun
kelemahan-kelemahan tersebut antara lain :

1. Subjektifitas Penilaian Karena Kelemahan Desain Program
Proses penilaian kinerja adalah kegiatan utama dalam Program
Pemberian honorarium kinerja di Unit Instansi “X’. Hal tersebut disebabkan
karena besarnya honorarium kinerja dan kegiatan yang diterima oleh seorang

pegawai tergantung dari nilai kinerja yang didapat pada bulan bersangkutan,
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selanjutnya honorarium tersebut didistribusikan dalam bentuk kepanitiaan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan di
Unit Instansi *X’. Apabila dilihat dari design programnya, model penilaian kinerja
dalam Program Pemberian honorarium kinerja bagi pegawai di Unit Instansi ‘X’
masih kental dengan budaya top down (atasan yang menilai bawahan). Sesuai
aturan yang terdapat di dalam SOP program, hanya atasan yang berhak
menentukan standar-standar ketercapaian suatu Kinerja. Karena di sini pihak
penilai hanya pimpinan tertinggi Unit Instansi ‘X’ dengan meminta pertimbangan
pada atasan langsung. Pada prinsipnya hal itu tidak menjadi-persoalan ketika
semua pihak berkomitmen mengimplementasikanfiya dengan konsisten sesuai
dengan pedoman dan aturan yang ada. Namuryang menjadi permasalahan adalah
bagaimana jika kinerja bawahan dituntut untuk-dapat bagus namun atasan sendiri
belum secara konsisten dapat memenpuhinya. Sedangkan dengan adanya budaya
top down tersebut bawahap~tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan
feedback terhadap apa. yarg=dilakukan oleh atasan, kemudian di dalam pedoman
juga tidak terdapat ‘dturan yang mengharuskan implementor di lapangan
mengevaluask, pentlaian kinerja dengan memasukkan unsur feedback bawahan
sebagai kontrol penilaian kinerja mereka. Tentu saja hal tersebut sangat berbahaya
terhadap organisasi, pasti akan sangat sulit menemukan antara bawahan dan
atasan dalam satu frekuensi pekerjaan. Permasalahan yang timbul mengenai hal
tersebut dapat dilihat dari wawancara dengan salah seorang informan berikut ini:

“Saya sudah lembur mengerjakan pekerjaan kantor saya, saya seperti yang
sudah-sudah, biasanya saya bisa menyelesaikannya dengan baik, tetapi tiba-
tiba atasan saya menyuruh saya merubah pekerjaan tersebut sesuai dengan
keinginannya, hal tersebut tentu saja sulit saya lakukan karena saya harus
mengulang kembali pekerjaan saya, tapi dengan santainya atasan saya
tersebut berkomentar, kan tinggal copy paste saja kog, gak sulit, dia
komentar begitu karena dia tidak mengerjakan prosesnya, ketika saya sudah
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kerjakan kembali kemudian dia minta mengubahnya kembali seperti semula
yang tadi dia bilang salah. Beginilah nasib menjadi bawahan.”(Wawancara
tanggal 15 Februari 2013)

Berdasarkan ungkapan tersebut terlihat bahwa implementor program
sebagai pihak yang menilai kinerja tidak mau tahu akan proses pekerjaan yang
telah dilakukan oleh bawahannya tersebut. Padahal awalnya pegawai tersebut
sudah mengerjakan pekerjaan yang benar, kemudian dia perintahkan untuk
membuat pekerjaan yang salah dan kemudian dia suruh mengembalikan lagi
kepada pekerjaan semula yang telah dirubah tadi. Apabila bawahan salah, dengan
mudahnya implementor memberikan nilai Kinerja rendah “tetapi jika pimpinan
yang salah bawahan menjadi tidak bisa berbuat apa-aga, Ferlihat model penilaian
kinerja seperti ini menjadi kurang adil akan tetapi”bawahan tidak bisa protes.
Seharusnya di dalam siklus penilaian kinerja-tersebut terjadi interaksi dua arah
antara penilaian dari atas dan .dary~bawah sehingga diharapkan objektivitas

penilaiannya pun akan lebihAinggi.

2. Kebijakan Merata-Ratakan Nilai Kinerja Menjadikan Implementor
“Malas? Melakukan Penilaian Rutin Per Bulan

Di dalan pedoman kebijakan umum program disebutkan bahwa
Pemberian honorarium kinerja seperti yang telah diuraikan tersebut telah
menggabungkan metode penilaian yang berorientasi masa lalu dan masa
mendatang (hasil penilaian kinerja bulan Januari s/d Maret digunakan sebagai
dasar penghitungan kinerja bulan  April s/d Juni dan seterusnya). Dengan
menerapkan metode tersebut, pegawai di Unit Instansi ‘X’ yang menjadi objek
yang dinilai dianggap sudah dilibatkan dalam membuat dan menentukan target-

target yang akan dicapainya, sehingga mereka merasa ikut bertanggung jawab
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dalam pencapaian target tersebut (melalui rencana dan realisasi kerja bulanan dan

tahunan). Namun, karena F1A & F1B belum dibuat dengan konsisten maka

kebijakan program ini menimbulkan celah kecurangan. Kecurangan tersebut

dilakukan dalam bentuk tidak melaksanakan penilaian kinerja pegawai secara

rutin, akan tetapi cukup melihat rata-rata hasil penilaian kinerja pegawai dalam 3

bulan terakhir. Data mengenai rata-rata nilai kinerja tersebut dapat dilihat pada

gambar 6.1 Berikut ini :

REKAP PENILAIAN KINERJA PEGAWAI UNIT INSTANSI ‘X’ BULAN, ‘A’ S;DBULAN ‘C’ 2013

Tabel 6.1

Rekap Penilaian Kinerja Pegawai Unit Ihstanst* X’

PERHITUNGAN TUNJANGAN KEGIATAN DAN KINERJA BULAN D “&D/BULAN ‘F’ 2013

. Bulan Rata-
No Nama (Anonim) A B c Total rata Keterangan
1 | A 35 35 35 105 35
> | BB 35 35 3% 105 35
3 | CC 35 35 35 105 35
4 | PP 35 35 35 105 35
5 | FF g5 35 35 105 35
o | FF ¢ )
7 | GC 35 35 35 105 35
g | HH 35 35 35 105 35
o | 35 35 35 105 35
0| ¥ ) )
11 | KK 35 35 35 105 35
1 | 35 35 35 105 35
13 | MM 35 35 35 105 35
14 | NN 35 35 35 105 35
15 | 00 35 35 35 105 35
16 | PP 35 35 35 105 35
17 | @ 35 35 35 105 35
18 | RR 35 35 35 105 35
19 | SS 35 35 35 105 35
20 | TT 35 35 35 105 35
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35 35
21 | WY 35 35 35 105 35
2 | W 35 35 35 105 35

Sumber : Unit Instansi ‘X’

Berdasarkan data tersebut, pekerjaan memberi nilai kinerja pegawai dapat
terlihat sebagai pekerjaan yang sangat mudah, hanya dengan merata-ratakan nilai
Kinerja tiga bulan sebelumnya, sudah dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan
nilai kinerja pegawai yang akan datang kecuali apabila pegawai tersebut
melanggar aturan disiplin PNS berdasarkan PP Nomor 53 tahuri 2010 (terlampir).

Sesuai dengan penerapan tersebut implementor tidak'salah, karena apabila
dilihat di dalam kebijakan umum program pemberian’ honorarium kinerja dan
pemberian honorarium kegiatan butir F menyebdtkan bahwa:

“Dalam kondisi pegawai tidak Jjsernah Aerbukti melakukan pelanggaran
Disiplin PNS, maka skor Penilaian”Kinerja untuk penghitungan Honorarium
Kegiatan dan Honorarium Kingrja berlaku untuk periode 3 (tiga) bulan.
Misalnya, rata-rata skor genilaiant kinerja bulan A, B, dan C digunakan
sebagai dasar perhitunganthonorarium kegiatan dan honorarium kinerja pada
bulan D, E, dan F”.

Akan tetapi aturan térsebut”justru memberikan angin segar sekaligus membuat
implementor pregram di Unit Instansi ‘X’ memanfaatkan peluang yang ada.
Peluang pertama implementor program tidak perlu susah-susah melaksanakan
penilaian detail setiap bulan, tetapi cukup merata-ratakan saja dikarenakan
pekerjaan menilai juga menyita waktu ditambah dengan tingginya load pekerjaan
mereka. Akhirnya keadaan ini menciptakan celah bagi implementor melaksanakan
aktifitas tersebut secara rutin. Hal tersebut tercermin dari keterangan salah seorang
informan yang mengungkapkan bahwa:

“Untuk memberikan nilai kinerja sekarang ini kita tinggal melihat rata-rata
yang lalu saja, kecuali kalau ada laporan pegawai yang bermasalah seperti
berkelahi atau melawan perintah pimpinan, itu saja yang akan saya kurangi
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nilai kinerjanya. Kalau tidak ada masalah ya nilai kinerja rata-rata itu saja
yang diterapkan” (Wawancara tanggal 21 April 2013).

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka celah kelemahan SOP program
dimanfaatkan oleh para implementor program yang memang sudah memiliki
banyak tugas untuk mengugurkan kewajiban dalam menilai kinerja staf secara
detil dan rutin. Hal tersebut berdampak pada tidak terdeteksinya pegawai yang
hasil kerjanya menurun, hubungan kerjanya menurun dan komitmen kerjanya
menurun. Peluang kedua, apabila kinerja yang lalu sudah mempunyai rata-rata
tinggi, tidak ada alasan untuk menurunkan Kinerja pegawai bersangkutan, kecuali
jika ada pelanggaran disiplin pegawai. Namun selama 5)tahun terakhir belum
pernah ada pegawai di Unit Instansi ‘X’ yang mendapat hukuman karena
melanggar disiplin kerja pegawai seperti<pefayataan yang diungkapkan salah
seorang informan berikut ini:

“Selama hampir 5 tahun i belum ada pegawai di Unit Instansi ‘X’ yang
ditegur atau dihukum, “karena melakukan pelanggaran disiplin PNS”
(Wawancara tanggal 7.Mej 2013).

Dikarenakan /belum “pernah ada pegawai yang kinerjanya diturunkan
karena melanggardisiplin PNS, maka muncullah subjektifitas penilaian yang
dilakukan 1mplementor seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan
berikut ini:

“Penilaian kinerja yang saya berikan paling rendah 32, kecuali kalau ada
hukuman disiplin pelanggaran pegawai, akan tetapi belum pernah ada
pegawai yang melanggar disiplin kerja PNS sehingga saya jg belum pernah
memberi penilaian kinerja dibawah 32” (Wawancara tanggal 20 April
2012).

Mengenai kewajiban dan larangan PNS seperti yang tercantum dalam Bab
Il pasal 3 dan 4 PP No 53 tahun 2010 (terlampir). Memperhatikan peraturan dan

larangan mengenai disiplin PNS yang terdapat di dalam PP tersebut terlihat bahwa
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larangan-larangan yang dapat mengurangi nilai kinerja dilakukan apabila pegawai
di Unit Instansi ‘X’ melakukan pelanggaran berat dan melanggar konstitusi. Tidak
termasuk didalamnya apabila pegawai mengabaikan pelayanan kepada pelanggan

dengan berbagai alasan kesibukan pekerjaan.

6.3 Lemahnya pengawasan program

Pengawasan merupakan fungsi organik dari manajemen disamping fungsi-
fungsi organik lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah
ditetapkan (Gibson, et.al, 1994). Pengawasan bertujuan Untuk mengetahui
sejauhmana suatu peraturan dilaksanakan, demikian/juga apabila terjadi suatu
penyimpangan dapat segera diketahui untuk gelanjutnya diadakan perbaikan atau
penyelesaian terhadap masalah tersebut. Hal ini dikarenakan pengawasan
mempunyai tujuan untuk mengetafiui. dan memahami kenyataan sebenarnya
tentang pelaksanaan pekerjaan“atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan,
apakah sesuai dengan ‘sefnestinya atau tidak sebagai bahan untuk melakukan
perbaikan-perbaikanidi'waktu yang akan datang (Gibson, et.al, 1994).

PengaWwasan juga bisa didefinisikan sebagai proses pengamatan dari pada
pelaksanaar Seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua
pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan sebelumnya. Dalam realisasnya lemahnya pengawasan program
berakibat fatal terhadap kinerja implementasi dalam mewujudkan tujuan program.
Berdasarkan pengamatan, observasi dan wawancara yang penulis lakukan,
penilaian Kinerja yang merupakan policy output dari program ini hanya dijalankan

untuk formalitas belaka tanpa ada pengawasan secara komprehensif.
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“Kebijakan pimpinan yang menginstruksikan nilai kinerja seluruh staf
minimal 35, membuat para implementor program tidak bisa berbuat apa-
apa, walaupun menggunakan rasa kasihan dan menghilangkan unsur
subyektifitas penilaian. Implementor program sebenarnya juga masih
membedakan mana staf yang menurut mereka berkinerja bagus dan mana
yang tidak, akan tetapi sampai tingkat final pelaporan, etika kebijakan
pimpinan memutuskan kebijakan demikian dengan menyamaratakan seluruh
penilaian staf menjadi sama semua di angka 35 menjadikan implementor
program harus menyetujui hasil akhir tersebut, mengingat jika para
implementor program tidak setuju dengan kebijakan tersebut, kami dianggap
tidak melaksanakan perintah pimpinan yang nantinya akan berdampak
kepada nilai kinerja kami yang bisa berkurang karena unsur kepatuhan
melaksanakan tugas dari pimpinan menjadi berkurang™ (Observasi, April-
Mei 2013).

Sebagai contoh ketika ditanyakan kepada informan mengapa mengambil
kebijakan menyamaratakan penilaian seluruh staf menjadi,35.

“Lembaga Pusat Instansi’X’ tidak melakukan” fegtfan dengan adanya
penilaian kinerja yang seragam seperti itu* (Wawanc¢ara 8 Mei 2013).

Dengan demikian, Lembaga Pusat Unit Instdnsi“X’ sebagai implementor di
tingkat atas seharusnya melaksanakan audit’ mengenai penilaian Kkinerja per-
periode waktu tertentu, sehingga‘dapat diketahui apakah program tersebut sudah
tepat sasaran atau terlaksand dengan baik atau belum, namun hal ini belum pernah
dilakukan. Hal tersebut séperti terurai dari pendapat salah seorang informan yang
menyatakan penddpat bahwa:

“Memang Helum pernah ada audit atau pemeriksaan ataupun monitoring
terhadap pelaksanaan program Pemberian honorarium Kkinerja sebagai
unsur” peningkatan kinerja pegawai di Unit Instansi ‘X’”’(Wawancara, 26
April 2013).

Menanggapi hal tersebut melalui evaluasi ini ke depan Kkegiatan
pengawasan tersebut harus dilaksanakan supaya ada cross-check atau pengawasan

langsung sehingga program dapat dilaksanakan sesuai dengan SOP (prosedur).
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6.4. PP 46 Tahun 2011 Sebagai Solusi Alternatif

Pada tanggal 30 November 2011 Pemerintah telah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuan dari PP tersebut adalah untuk meningkatkan
prestasi dan kinerja PNS. PP ini merupakan penyempurna dari PP Nomor 10
Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS yang dianggap tidak
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan saat ini. Dalam
melaksanakan PP tersebut pemerintah selanjutnya mengeluarkan ketentuan
pelaksanaan PP 46 tahun 2011 mengenai penilaian prestasikerja PNS yang
dituangkan dalam Peraturan Kepala BKN nomor 1%afiun-2013, yang antara lain

berisi mengenai hal-hal sebagai berikut :

Prestasi kerja PNS akan dinilai berdasarkan 2 {dua) unsur penilaian :

1. SKP (Sasaran Kerja Pegawal); yaitu: rencana kerja dan target yang akan

dicapai oleh seorang PNS:

2. Perilaku Kérjd, «yaitu: setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang
dilakukan “oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya

difakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP ini mensyaratkan setiap pegawai wajib menyusun SKP berdasarkan rencana
kerja tahunan instansi. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus
dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Dalam
PP tersebut juga disebutkan bahwa pegawai yang tidak menyusun SKP dijatuhi
hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur

mengenai disiplin pegawai.
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Adapun penilaian perilaku kerja meliputi aspek: orientasi pelayanan, integritas,
komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Khusus penilaian

kepemimpinan hanya dilakukan bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural.

Dapat disimpulkan bahwa di dalam PP 46 tahun 2011 yang akan mulai
dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014 nanti terkandung prinsip-prinsip

sebagai berikut :

1. Peningkatan prestasi kerja dan pengembangan potensi pegawai.

2. Ada pendekatan partisipasi dalam penilaian kinerja. Yang'dimaksud dengan
“partisipatif” adalah seluruh proses penilaian_Kinerja” dapat diikuti dan
dilaksanakan baik bagi yang menilai ataupun yang dinilai berdasarkan hasil
kesepakatan dari unsur penilai dan yangsdinilai. Dengan demikian, unsur
subjektifitas penilaian sedapat muhgKin dapat dihindari.

Menganalisis proses implémentasi program Pemberian honorarium kinerja

di Unit Instansi ‘X’ berdasarkan-amanat PP 46 tahun 2011 yang telah diuraikan

diatas, apabila dibandingkan dengan PP tersebut maka formulir F1B (Rencana

Kerja dan Realisasi Kerja) yang dimiliki oleh UT hampir menyerupai penilaian

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagaimana diatur dalam PP No. 46 Tahun 2011.

Menurut PP No 46 Tahun 2011 SKP harus meliputi aspek kuantitas, kualitas,

waktu dan biaya (pasal 7 ayat 2). Formulir F1B hanya memuat rencana kerja dan

realisasinya. Sedangkan, kuantitas, kualitas, waktu dan biaya rencana kerja yang
direalisasikan tersebut belum dihitung secara seksama. Di sinilah letak masalah
penilaian formulir F1B. Bisa saja rencana kerja pegawai Unit Instansi ‘X’ sudah
terlaksana, tetapi belum cukup dari sisi jumlah, tidak berkualitas, tidak efisien dari

sisi waktu dan tidak ekonomis dari sisi biaya. Oleh karena itu, F1B seharusnya

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/41026

direvisi dan disempurnakan dengan menambahkan aspek kuantitas, kualitas,
waktu dan biaya sehingga basis penilaian pegawai bisa lebih komprehensif.

Hasil analisis selanjutnya, mengacu kepada PP No. 46 Tahun 2011, maka
3 dimensi penilaian kinerja pegawai Unit Instansi ‘X’ hampir memenuhi semua
dimensi penilaian pegawai sebagaimana yang diatur dalam PP tersebut. Pada PP
No. 46 Tahun 2011, dimensi tersebut masuk ke dalam unsur penilaian perilaku
kerja. Dalam PP No. 46 Tahun 2011 diatur bahwa penilaian perilaku kerja
meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiptin, kerja sama dan
kepemimpinan (pasal 12 ayat 1).

Aspek orientasi pelayanan dan kepemimpinan Belum termaktub dalam 3
dimensi penilaian pegawai di Unit Instansi” “X* -Seharusnya aspek orientasi
pelayanan dan kepemimpinan juga dimasukkan sebagai basis penilaian Kkinerja
pegawai di Unit Instansi ‘X’ karena\dimensi tersebut termasuk aspek yang krusial
dalam penilaian kinerja. Aspek ~orientasi pelayanan penting sebagai aspek
penilaian kinerja pegawai/ti-Jnit Instansi ‘X’ mengingat aspek ini adalah aspek
utama dalam indikator Kinerja pegawai di Indonesia yang prinsip utamanya adalah
pelayanan. . Séianjutnya, aspek kepemimpinan juga merupakan aspek penting
karena desdin” program Pemberian honorarium kinerja di Unit Instansi ‘X’ yang
bersifat top down mengakibatkan unsur pimpinan sebagai penilai kinerja bawahan
cenderung bertindak subjektif karena tidak dapat dinilai balik oleh bawahannya.
Apabila terdapat penilaian mengenai kepemimpinan yang dilakukan oleh
bawahan, maka unsur subjektifitas penilaian tidak akan terjadi, karena pimpinan
akan bersikap hati-hati dalam melaksanakan penilaian kinerja yang disebabkan

dirinya juga diawasi oleh bawahan yang mereka nilai.
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6.5. Rangkuman Kesimpulan Hasil Analisis

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang

menyebabkan mengapa implementasi Program Pemberian honorarium Kinerja di

Unit Instansi ‘X’ belum dapat terimplementasi dengan baik, kesimpulan mengenai

pembahasan tersebut dapat dilihat dalam tabel 6.2 berikut ini :

Tabel 6.2
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Implementasi Program
Pemberian honorarium Kkinerja

Dimensi

Temuan Penelitian

Disposisi (Komitmen) Implementor

1. Nilai kinerja pegawai \yang dinilai tidak boleh melebihi
nilai kinerja atasan yang ‘menilai.

2. Memberi nilai % ‘kasihan’ kepada pegawai sehingga
penilaian kinetja pegawai tidak sesuai dengan Kkinerja
sebenarnyd

3. Memberitilai/sama rata bagi semua pegawai sehinga tidak
terlihat\pegawai yang rajin dan pegawai yang malas

Kelemahan Desain SOP Program &
penerapanya yang kurang optimal

1. Subjektifitds Penilaian yang Disebabkan Karena design
prograim “Top Down”

2. Kebijakan Merata-Ratakan Nilai Kinerja Menjadikan
Imiplementor “Malas” Melakukan Penilaian (kinerja masa
lalu menjadi dasar kinerja yang akan datang).

Lemahnya Pengawasan Program

Minimnya kontrol, audit, & pemeriksaan dari Lembaga Pusat
Unit Instansi ‘X’ sehingga kegiatan penilaian kinerja yang
merupakan kegiatan pokok & utama di dalam implementasi
program terkesan hanya “formalitas’.

Sumber : Hasil Analisis

Berdasarkaniabel tersebut faktor-faktor yang mempengaruhi Program

Pemberian “honorarium Kkinerja di

Unit Instansi ‘X’ menjadi belum

terimplementasi dengan baik pertama adalah komitmen (disposisi) implementor
program yang masih berorientasi pada pelaksanaan dalam mengimplementasikan
program, belum memperhatikan pencapaian tujuan program. Hal tersebut
ditambah dengan belum adanya audit (pemeriksaan) dan pengawasan yang
dilakukan Lembaga Pusat Unit Instansi ‘X’ sebagai pemilik program. Pengawasan
yang dilakukan hanya berdasarkan laporan-laporan tertulis yang masuk ke

Lembaga Pusat Unit Instansi ‘X’ berdasarkan jumlah pelaksanaan pekerjaan tanpa
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melihat kualitas pelayanan kepada stakeholder yang dilakukan oleh pegawai di
Unit Instansi ‘X’ yang mempunyai kedudukan sebagai pelayan Publik.

Design program yang lemah dengan model penilaian kinerja topdown turut
memberikan sumbangan terhadap kurang berhasilnya implementasi program
Pemberian honorarium kinerja bagi peningkatan kinerja pegawai di Unit Instansi
‘X’ karena implementor cenderung diberi keleluasaan untuk menjadi subjektif.

Dalam rangka menyikapi kenyataan yang telah digambarkan dalam proses
implementasi program Pemberian honorarium kinerja di Unitslnstansi ‘X’ yang
telah diuraikan dalam pembahasan ini, kehadiran PP 46siahun2011 diharapkan
bisa menjadi  sebagai solusi alternatif untuk ‘“menjawab kelemahan yang
menyebabkan implementasi program tersebut belumi dapat mencapai tujuannya
yaitu meningkatkan kinerja PNS di Unit Instansi ‘X’ dalam melaksanakan tugas

mulia yaitu melayani masyarakat dineonesia.
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BAB VII
PENUTUP

7.1 Kesimpulan :

Berdasarkan berbagai uraian mengenai gambaran implementasi program
pemberian honorarium Kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka
dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Program pemberian honorarium kinerja belum dapat meningkatkan kinerja
pegawai di Unit Instansi ‘X’ disebabkan karena program tersebut belum
terimplementasi dengan baik.

2. Penyebab belum terimplementasinya program_dengan baik disebabkan
karena sistem penilaian kinerja yangr menjadi kegiatan utama dalam
program Pemberian honorarium “Kinerja di Unit Instansi ‘X’ belum
berjalan dengan baik.

3. Belum terimplementasinya‘program pemberian honorarium kinerja di Unit
Instansi ‘X’ denhgan-~baik ditunjukkan dengan terjadinya berbagai
inkonsistensi “Cantdra realisasi program dengan pedoman program dan
belum.__patuhnya implementor dalam mengimplementasikan pedoman
program.

4. Inkonsistensi antara realisasi program dengan pedoman program yang
merupakan kelemahan dalam implementasi program Pemberian
honorarium kinerja di Unit Instansi ‘X’ dapat terjadi disebabkan karena
beberapa faktor berikut ini :

a. Disposisi atau komitmen implementor program dalam implementasi

program Pemberian honorarium Kinerja bagi peningkatan kinerja
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pegawai di Unit Instansi ‘X’ masih berfokus pada pelaksanaan
program belum kepada tujuan program.

b. Kelemahan desain program Pemberian honorarium kinerja menjadikan
celah para implementor program di Unit Instansi “X’ untuk melakukan
inkonsistensi dalam implementasi Program Pemberian honorarium
kinerja bagi peningkatan kinerja pegawai di Unit Instansi “X’.

c. Lemahnya pengawasan program yang dilakukan oleh Lembaga Pusat

Unit Instansi ‘X’ sebagai pengendali program.

7.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitiafi, untuk keberhasilan implementasi
program pemberian honorrium kinerja.dan kegiatan di Unit Instansi ‘X’ maka
diajukan saran-saran sebagai masukam-bagi perbaikan implementasi program ini
selanjutnya yaitu sebagai berikut,:

1. Meningkatkan dispesisi~(komitmen) para pimpinan di Unit Instansi ‘X’
sebagai implementofprogram pemberian honorarium kinerja bagi peningkatan
kinerja 0€gawai di Unit Instansi ‘X’ dalam menjalankan tugasnya sesuai
dengan “prosedur dan tata cara yang telah ditentukan serta agar lebih
berorientasi kepada tujuan program.

2. Mempertimbangkan desain sistem penilaian kinerja sebagaimana diatur dalam
PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sehingga
penilaian kinerja pegawai dapat lebih objektif dan tidak ada lagi unsur

subjektifitas dalam penilaian kinerja.
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3. Mengadakan monitoring dan pengawasan terhadap implementasi program
yang sedang berjalan supaya kendala-kendala yang terjadi dalam

implementasi program lebih cepat diketahui dan diselesaikan untuk kemudian

dilakukan tindakan perbaikan.
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